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 Penelitian ini bertujuan untuk meninjau terkait alokasi Dana Non-Halal 
dalam perspektif Shariah Enterprise Theory pada perbankan syariah, khususnya 
pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar. 
 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
interpretif. Penelitian ini menggunakan data subjek yang bersumber dari data 
primer berupa hasil wawancara dengan sejumlah informan. Demi menunjang 
keabsahan data penelitian yang dihimpun, penelitian ini mendayagunakan uji 
kredibilitas (triangulasi sumber data dan uji dependabilitas). Data-data yang telah 
dikumpulkan kemudia dianalisis dan dibuat kesimpulan akhirnya sebagai suatu 
hasil penelitian. 
 
 Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Dana Non-Halal adalah segala 
pendapatan yang diterima oleh bank syariah yang bersumber dari transaksi yang 
tidak sesuai dengan syariah Islam. Dana Non-Halal merupakan dana yang tidak 
boleh diakui sebagai pendapatan dan tidak dapat dipergunakan oleh bank syariah. 
Model pertanggungjawaban Dana Non-Halal dilakukan dengan pencatatan yang 
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk bank syariah. Berdasarkan 
fatwa MUI No. 17 bahwa Dana Non-Halal harus dialokasikan kepada sektor-
sektor kebajikan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, dijadikan sebagai 
dana bantuan sosial dan digunakan untuk kepentingan umum, seperti bantuan 
bencana alam, bantuan panti asuhan dan panti jompo, dan lain-lain. 
 
 






A. Latar Belakang Permasalahan 
Saat ini di Indonesia hukum perbankan syariah mengalami perkembangan 
yang cukup pesat. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya regulasi mengenai 
perbankan syariah baik secara kelembagaan maupun yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha. Menurut Anshori (2008) bahwa dengan adanya perbankan syariah 
dapat melengkapi sistem perbankan konvensial yang telah ada sebelumnya 
sehingga masyarakat tak lagi "ragu" menggunakan jasa perbankan terutama jika 
ditinjau dari perspektif agama. Hal ini diperkuat oleh Rustiana (2013) bahwa 
menurut standar akuntansi perkembangan bisnis islam telah sesuai dengan 
karakteristik keuangan islam sehingga dapat menjamin transparansi dan 
akuntabilitas keuangan islam. 
Dewasa ini perkembangan perbankan nasional kontemporer telah menjadi 
sorotan dunia. Betapa tidak, hadirnya perbankan nasional di Indonesia ini 
diharapkan mampu menjadi solusi bagi sebagian besar masyarakat muslim. Hal 
ini didukung oleh Rahmawaty (2007) bahwa perbankan syariah semakin 
berkembang setelah diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang 
memperbolehkan perbankan dalam menjalankan dual banking system yang 
dimana bank konvensional juga dapat berdiri sebagai bank syariah. Kebutuhan 
masyarakat akan produk dan jasa perbankan dapat terpenuhi dengan adanya kedua 
sistem perbankan tersebut, selain itu juga dapat mendukung pembiayaan bagi 





Tahun 1998 ini menjadikan banyak bank konvensional yang ikut andil dalam 
memberikan layanan syariah kepada nasabahnya. Akan tetapi, menurut Subandi 
(2012) pada dasarnya perbankan syariah di Indonesia baru mampu memberikan 
kontribusi sebesar 2:98, bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal 
ini disebabkan oleh tiga masalah utama yaitu; aspek legalitas, aspek sumber daya 
manusia, dan aspek strategi pemasaran yang kurang inovatif. 
Berdasarkan data OJK dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) per Juni 
2019, di Indonesia terdapat 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum 
Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (BPRS). Pertumbuhan kinerja UUS lebih tinggi dibandingkan BUS 
dengan melihat perkembangan diantara keduanya (Nasuha, 2012). Menurut Hasan 
(2011) idengan melihat idata bank idi iIndonesia iiidapat diketahui ibahwa itotal aset 
i ndustri iiperbankan syariah itelah imeningkat hingga i27 ikali lipat idari 1, i79 itrilitun 
pada itahun i2000, imenjadi i49, i6 itriliun ipada iakhir 2008 idengan irata-irata ilaju 
ipertumbuhan iaset idalam i5 tahun iterakhir isebesar 46i,3i% per itahun ikedepan, 
idengan ipertumbuhan i ndustri yang iditargetkan ilebih idari 30%, akan 
imeningkatkan i ntensitas ipersaingani. Sedangkan ipada itahun i2018 menurut data 
istatistik iOtoritas Jasa iKeuangan i (iOJK) imenunjukkan iaset ibank isyariah itumbuh 
12,5% menjadi iRp i477 triliun dibandingkan i2017 sebesar iRp 424 triliuni. 
iPertumbuhan irata-irata iaset ibank syariah isecara iumum ilebih itinggi daripada 
ibank ikonvensionali, yaitu isebesar i18,81% ipada i2012-2018. iJika dilihat idari 
iperkembangan iperbankan syariah iyang icukup ipesat iselama 10 itahun iterakhir i ni 





ikebutuhan masyarakat idengan imengikuti iperkembangan zamani. iDemi imencapai 
ikeberhasilan itersebut, iperbankan isyariah melakukan iupayai-iupaya iekselarasi 
yang itidak ihanya ididukung oleh ipihak i nternal ibank isyariah, itetapi ijuga 
dilakukan ioleh iipemerintah idan iBI isebagai iregulator, iserta idibutuhkan iapresiasi 
ipositif oleh ipenduduk iIndonesia i (Nasuhai, i2012).  
Menurut iiHisamuddin iidan iSholikha ii (ii2014i) iDana iiNoni-iiHalal iiadalah 
idana iyang iiditerima ioleh ibank iisyariah iiyang ibersumber idari iiproses itransaksi 
idengan ipihak ilain yang itidak berdasarkan isyariahi. iBank syariah idalam keadaan 
itertentu iiguna ikeperluan lalu ilintas ikeuangani, imesti memiliki irekening pada 
ibank ikonvensional di idalam iataupun idi luar inegerii. Oleh ikarena i tui, bank 
isyariah itidak dapat imenghindari ikeadaan dimana i a imenerima ibunga dari ibank 
imitra. iBunga iyang iditerima oleh ibank iisyariah iidimasukkan sebagai iidana 
ikebajikan isebab iitidak iboleh iimenambah pendapatan imereka i (iFatmasari dan 
iKholmii, 2018i). iSesuai iidengan iPSAK i101ii, dana iikebajikan iidapat digunakan 
iiuntuk iidana kebajikan iiproduktifii, isumbangani, iidan ipenggunaan lainnya iiuntuk 
iikepentingan iumumi. iiDana ikebajikan ii i (idana iqardii) iiberasal idari i nternal iiyang 
iimeliputi infaqii, iishadaqah iidan hibah iisedangkan iisumber iidana eksternal iimeliputi 
iidenda iidan iDana iNonii-iiHalal iiseperti ibunga iibank idan iisebagainyaii. iPembebanan 
irekening iidana iiikebajikan imemiliki iipersamaan iiarti iidengan iidendai, iyang iihampir 
iisama idengan iprinsip iiyang iiditerapkan iiidalam iiLembaga iiiKeuangan 






Perbankan isyariah imenurut iprinsipnya dilarang imenerima Dana iNon-
iHalal. iBerdasarkan ED iiPSAK 101 i (irevisi 2014i: 38i) iPenyajian iLaporan 
Keuangan iSyariah mengenai ilaporan isumber dan ipenggunaan idana ikebajikan 
imenjelaskan bahwa ipendapatan inon iihalal iadalah isemua penerimaan idari 
ikegiatan yang itidak isesuai dengan iprinsip isyariah iantara lain ipenerimaan ijasa 
giro iatau ibunga yang iberasal dari ibank ikonvensionali. Bunga i tu isama dengan 
iriba idan hukumnya iharam i (iKasdi, i2013i). Hal idemikian isesuai dalam iQSi. Alii-
iImran (i3i): i130 yang imenjelaskan ilarangan ribai, iyaitu: 
⧫   
❑⧫◆    ❑➔→⬧ 
❑⧫  ➔ 
➔    ❑→◆   
➔⬧ ⧫❑⬧➔    
Terjemahannya: 
“iHai orangi-orang iyang iberiman, ijanganlah ikamu memakan iriba idengan 
berlipat iganda idan ibertakwalah ikamu ikepada Allah isupaya ikamu 
imendapat keberuntungani.” 
 
Ayat itersebut isesuai dengan itafsiran ikitab iAli-iMisbah karya iQuraish iShihab 
yang imenjelaskan ibahwa iayat ini imengajak iorangi-iorang beriman iagar itidak 
imemakan riba isebagaimana iyang terjadi idalam imasyarakat iJahiliah ketika i tui, 
iyakni berlipat igandai. iKebisaaan iyang terjadi idalam imasyarakat Jahiliah i alah 
ijika iseorang tidak imampu imembayar iutangnya, imaka idia iditawari atau 
imenawarkan ipenangguhan pembayarani, idan isebagai imbalannya ipada isaat 
imembayar utangi, idia imembayarnya dengan iberlipat igandai. Memang iriba iadalah 
ikejahatan ekonomi iterbesari, idimana terjadi ipenindasan iterhadap yang ibutuhi. 
iOleh karena i tui, iAllah SWTi. imelarang ikita berinteraksi idengan iriba isaat 





imaupun ibanyaki, sebab iriba i tu akan iterus ibertambah iseiring dengan 
ibertambahnya itenggang iwaktu. iAllah iSWTi. juga imengingatkan iagar kita itaat 
imenjalankan hukumi-ihukumi-Nyai. iKita idiperintahkan untuk imeninggalkan iriba 
dan iimenginfakkan harta idi ijalan iAllah. iDan isebagaimana diketahui ibahwa 
iharamnya iriba berlaku idalam ikeadaan iapapun.  
Bank syariah terkadang perlu menempatkan dana pada bank konvensional 
yang nantinya menghasilkan bunga. Hal ini didukung dengan Nadiyyah dkk. 
(2016) bahwa pendapatan Dana Non-Halal ini ada karena isecara isystem, ientitas 
syariah iotomatis imenerima pendapatan iseperti ibunga investasi ikonvensional i 
(tabungan idan ideposito di ibank ikonvensional). iHal i ni imenyebabkan 
penerimaan iDana iNon-iHalal itidaklah idapat dihindarii. iOleh ikarena itui, imenurut 
Harkaneri idan iReflisa (i2018i) bahwa ipenggunaan ipendapatan inon halal isecara 
ikhusus ihanya disalurkan ipada ikepentingan umum iyang ibersifat inon ikonsumtif 
yang iberfungsi untuk imembersihkan idana iharam ipada perbankan isyariah. 
Hisamuddin dan Sholikha (2014) menyatakan bahwa Dana Non-Halal 
dianggap sebagai suatu hal yang bersifat emergency dan sulit hilang pada 
perbankan syariah. Oleh karena itu, penggunaan dan penyaluran iDana Noni-iHalal 
ipada perbankan isyariah masih idiragukani. iBank isyariah sebagai lembaga idan 
pejabat iyang imemiliki kewenangan iharus idapat imempertanggungjawabkan 
ikinerjanya secara itransparan idan akuntabel i (iFaozani, 2015i). iPendapatan noni-
ihalal i ni iadalah salah isatu isumber ibencana ekonomi isehingga ipenggunaanya 
iselain harus idipisahkan idengan ipendapatan halali, juga iharus ditujukan untuk hal-





dkk. (2014) bahwa ilembaga ikeuangan syariah imasih menggunakan ipendapatan 
inon ihalal sebagai isumber idan penggunaan idana idalam qardhul ihasan iyang 
mengakibatkan isumber isyubhat iatau ketidakjelasan ibaik idalam sumber iataupun 
ipenggunaan idana tersebuti. Kesan ini mencerminkan bahwa transparansi pada 
laporan sumber dan penggunaan Dana Non-Halal masih terkesan ambigu dan 
belum jelas.  
Salah isatu isektor ekonomi idengan tingkat ipersaingan iyang ketat iadalah 
isektor perbankani. iKondisi itersebut mengharuskan ijajaran imanajemen ibank 
untuk imelakukan i novasii-i novasi iyang baru iguna imenentukan strategi iyang 
itepat iserta meningkatkan iikapabilitas idan kualitas ijasa iyang ditawarkan ioleh 
iperbankani. Salah isatu iaspek ihukum idalam industri ikeuangan isyariah iadalah 
regulasi itentang ishariah compliancei. iMardian i (2015ii) menunjukkan ibahwa 
ikomitmen ipelaksanaan shariah icompliance ibank iSyariah iterhadap fatwa iDSN 
ibelum iberjalan efektif idan iefisien. iShariah icompliance adalah ibagian ipenting 
ibagi industri ikeuangan isyariah idalam isegi ipengelolah imaupun ioperasionalnya. 
iPerangkat iregulasi iyang ididesain isecara spesifik iuntuk imengatur shariah 
icompliance itidak ilagi dapat idihindari ipenyiapannyai. Diwajibkannya ikeberadaan 
iDewan Pengawas iSyariah (iDPSi) pada isetiap iIndustri iKeuangan Bank iSyariah i 
(iIKBS) imaupun iIndustri Keuangan iNoni-Bank iSyariah i (IKNBSi) iuntuk 
mematuhi iketentuani-iketentuan syariah itelah imenjadikan pengawasan isyariah 
isebagai bagian iyang itidak iterpisahkan dengan ishariah icompliancei. Dewan 
iPengawas iSyariah i (DPSi) isebagai pemegang iotoritas ipengawasan terhadap 





hukum iyang itegas. iKedudukan iDewan iPengawas iSyariah i (iDPS) isangat 
menentukan iterciptanya ishariah compliance iyang merupakan iunsur iutama idalam 
keberadaan idan ikelangsungan usaha ibagi i ndustri keuangan isyariah i (iNurhisam, 
i2016i). iAkan tetapii, fungsi ishariah icompliance ioleh direktur ikepatuhan ikepada 
seluruh ijajaran ibank iSyariah secara inormatif itelah idilaksanakan sesuai iprinsipi-
prinsip ikepatuhani, ibudaya ikepatuhan, imanajemen irisiko, idan ikode ietik 
ikepatuhan.  
Menurut Umam (2010) pengawasan (supervisory) syariah akan selalu ada 
di Indonesia selama memiliki kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebab 
pengawasan syariah ini tak dapat dipisahkan dari shariah compliance. Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas untuk memastikan semua produk dan 
kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)  telah sesuai dan memenuhi shariah 
compliance. Hal tersebut sejalan dengan Nurhasanah (2011) bahwa Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) telah dipercaya untuk memastikan agar lembaga 
keuangan syariah patuh pada aturan dan prinsip islam. Secara organisator, posisi 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berada pada tiap struktur kepengurusan atau 
organisasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sehingga model struktur 
kepengurusan/organisasi ini yang membuat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
memiliki ciri khas pembeda dari lembaga keuangan konvensional. 
Tantangan yang dihadapi oleh setiap yuridis bagi negara yang ingin 
mengembangkan bisnis keuangan berbasis Islam. Tuntutan tersebut ialah untuk 
meningkatkan kerangka regulasi bagi shariah compliance. iHal i ni didukung ioleh 





(DPSi) ibagi setiap i nstitusi ikeuangan berbasis isyariahi. Dewan iPengawas iSyariah 
(iDPSi) memiliki itugas iuntuk memastikan ijalannya iproses ikontrak atau iakad iagar 
penerapannya itelah isesuai idengan prinsipi-iprinsip syariahi. iMenurut iWaluyo 
(i2016i) ibahwa komitmen ipelaksanaan ishariah compliance ibank iSyariah terhadap 
iiifatwa DSN ibelum berjalan iefektif idan iefisien ijika peran iDewan iPengawas 
Syariah i (iDPS) idalam isistem ipengawasan terhadap ishariah icompliance belum 
ioptimali. iOleh karena i tui, Dewan iPengawas iSyariah i (DPSi) iharus dibekali 
idengan ipengetahuan ikhusus idan keterampilani, ibaik pemahaman idalam i lmu 
ifiqih muamalah imaupun ipemahaman dalam i lmu iekonomi idan keuangan 
imoderni. Demi mencetak Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang handal dan 
profesional maka sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat 
penting untuk direalisasikan sehingga lahirlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
yang tak hanya sebagai pengawas, akan tetapi juga sekaligus sebagai pendorong 
ilahirnya ivariasi produki-produk ikeuangan isyariah iyang dapat imemberdayakan 
iperekonomian masyarakat ikedepannya (iUmam, 2015). 
iDewan Pengawas iSyariah (iDPSi) adalah ilembaga ipengawas yang 
iberanggotakan iorang-iorang idengan kompetensi itertentu iyang menjalankan 
ifungsi ipengawasan terhadap ishariah icompliance di ibank isyariahi. Tak ihanya 
imemiliki ikemampuan dalam imemahami iketentuan ihukum islami, iDewan 
Pengawas iSyariah i (iDPS)  ijuga iharus memahami ihukum ipositif nasional iyang 
idimana ikedua ihokum tersebut imenjadi ilandasan ihukum operasional ipada ibank 
isyariah (iWaluyoi, 2016i). iDalam imenjalankan fungsi isebagai ipengawas isyariah, 





idengan imemeriksa laporan ikegiatan idan keuangan ibank isyariah. Hal ini sesuai 
dengan Sutedi (2009: 142) bahwa tujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam 
melaksanakan fungsi sebagai pengawas syariah adalah iuntuk imenelusuri kegiatan 
idan sumberi-isumber keuangan ibank isyariah yang itidak isesuai idengan prinsipi-
iprinsip isyariah.  
Shariah Enterprise Theory adalah teori yang telah idipadukan dengan inilai 
iketuhanan dan ikepemilikan iharta yang idimiliki i ndividual imaupun kolektif iyang 
iharus dibarengi idengan ipenggunaan untuk iaktivitas isosiali. Nilai ikeseimbangan 
ipada Shariah iEnterprise iTheory imenyebabkan SET itidak ihanya peduli ipada 
ikepentingan i ndividu, itetapi juga ikepada ipihak-ipihak ilainnya (Abdullah dan 
Ainun, 2017). Pihak lain yang memang membutuhkan memiliki sebagian harta 
kita yang diberikan oleh Allah SWT. Dana Non-Halal ini tak hanya bersumber 
dari eksternal bank, akan tetapi juga dari internal bank. Imam iSyekh iMahmud 
Syaltut imengeluarkan ifatwa ibahwa “ipinjaman iberbunga idibolehkan ibila sangat 
idibutuhkani” (iHisamuddin idan Sholikhai, i2014). iiNamun, ipada idiskusi i ntensif 
IAI idan iMUI iyang diselenggarakan ipada 10 iSeptember i2008 menyatakan bahwa 
Dewan Pengawas Syariah i (DPSi) ibisa saja ihanya imelaporkan hal iyang baiki-baik 
saja mengenai suatu entitas sebab tidak ingin kehilangan jabatan dan insentif 
bulanannya (Umam, 2015). 
Citra dan kredibilitas perbankan syariah dimata publik akan rusak jika 
pelanggaran shariah compliance dibiarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
secara sengaja. iHal ini itermasuk idalam kebijakan ipenggunaan iDana iNon-iHalal 





idiatur idalam PSAK idan iDana Noni-iHalal ini imuncul idisajikan iserta 
diungkapkan ioleh iOrganisasi Pengelolah iZakat i (OPZi) idalam keadaan idarurat 
idan itidak selalu imuncul idalam laporan ikeuangan iyang isifatnya iiakuntabel 
(iHisamuddin idan Sholikhai, 2014i). iOleh dari i tui, penggunaan ipendapatan iDana 
iNon-iHalal i ni diperlukan ikehatii-ihatian yang ilebihi. iPendapatan noni-ihalal ini 
idigunakan iuntuk ikegiatan ekonomi iyang imembutuhkan isalah isatunya adalah 
idigunakan iuntuk isumbangan atau ihibah ikepada iNegara iIndonesia dalam 
imembayar ibeban ibunga yang idiperoleh iidari pinjaman iyang iselama i ni imenjadi 
warisan inegara idari tahun ike itahun idan idilaporkan tersendiri ioleh ilembaga 
ikeuangan syariah i (iSalehodin dkk, 2014).  
Berdasarkan hasil penelitian Ardhanareswari (2017) bahwa BNI Syariah 
menyalurkan dana Dana Non-Halal untuk kegiatan sosial yang telah ditetapkan 
oleh BNI Syariah. sebagian besar ditujukan untuk iprogram ipemberdayaan 
masyarakati, iseperti bantuan idalam ibiaya sekolah idan modal iusaha untuk 
pinjaman kepada pengusaha kecil. Selain itu, menurut Hisamuddin dan Sholikha 
(2014) bahwa Dana iNoni-Halal idapat ipula dialokasikan ipada imasalah-masalah 
sosial. Hukum islam terhadap Dana Non-Halal adalah haram sehingga dana 
tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi bank. Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) imemiliki tanggung ijawab yang ibesar idalam 
memastikan ipenggunaan iDana Noni-iHalal itelah berfungsi idengan ibaik. iBank 
isyariah iharus memiliki itingkat ikepercayaan yang itinggi idalam imasyarakat 
sebagai ipengumpul idan distributor idana ipublik dalam idunia iusaha i (Prabowo 





maka ipenelitian i ni idiharapkan mampu imemberikan ikerangka atau ipenjelasan 
itentang iketerkaitan antara iDana iNon-iHalal idengan alokasi iterhadap sectorii-
sektor ikebajikan dalam iperspektif ibank syariah. Merujuk pada uraian 
sebelumnya, peneliti kemudian tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi 
dengan judul “Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal Bank Syariah dalam 
Perspektif Shariah Enterprise Theory”. 
 
B. Fokus idan iDeskripsi Fokus iPenelitian 
iPenelitian i ni imerupakan studi iterhadap iakuntansi syariahi, iyang berfokus 
ipada tinjauan alokasi pengelolaan dana don halal sebagai salah satu sumber dana 
kebajikan dalam perbankan syariah. Fenomena yang berkembang adalah 
pelanggaran shariah compliance yang dibiarkan oleh Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) sehingga akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah. Merujuk 
pada hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk meninjau berdasarkan shariah 
entreprise theory dalam pengalokasian dan pengelolaan Dana Non-Halal pada 
entitas syariah. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara shariah enterprise 
theory meninjau terkait dengan alokasi pengelolaan Dana Non-Halal dan apakah 
pengungkapan mengenai Dana Non-Halal entitas syariah telah menjadi salah satu 
unsur dalam akuntabilitas vertikal dan horizontal perbankan syariah. Penelitian ini 
juga berfokus pada penggunaan dan pengalokasian Dana iNoni-iHalal dalam 
iperbankan isyariah dengan iadanya iperan Dewan iPengawas iSyariah (iDPSi) yang 
ibertugas imengawasi iproses kontrak idan iakad iagar sesuai idengan iprinsipi-prinsip 






iFokus dan iDeskripsi Fokus iPenelitiani 
No. Item Bahasan Sub-Bahasan 
1.  Shariah Enterprise Theory - Akuntabilitas vertikal 
- Akuntabilitas horizontal 
2. Dana Non-Halal - Dana dari skema non-syar’i 
- Dana yang tidak memenuhi shariah 
compliance 
3. Bank Syariah - Dana Halal 
- Dana Non-Halal 
Sumber: Data olahan peneliti (2020) 
 
C. Rumusan iMasalah 
iBerdasarkan imasalah yang itelah idikemukakan di iatasi, maka iyang 
imenjadi irumusan masalah ipada ipenelitian ini iadalah:  
1. Bagaimana eksistensi Dana Non-Halal di bank syariah? 
2. Bagaimana pengalokasian Dana Non-Halal di bank syariah? 
3. Bagaimana alokasi Dana Non-Halal ditinjau dari shariah enterprise 
theory? 
 
D. Penelitian Terdahulu 
Sejauh penelusuran penulis, beberapa penelitian terdahulu telah melakukan 
penelitian tentang pengalokasian dan penggunaan iDana Noni-Halali. iHasil dari 
ipenelitiani-penelitian iterdahulu mengatakan bahwa pendapatan Dana iNoni-iHalal 
ini memerlukan kehati-hatian dalam pengalokasian dan penggunaannya 
mengingat masih melekatnya hukum haram pada bunga yang diterima. Oleh 
karena itu, peneliti ingin meninjau terkait pengalokasian Dana Non-Halal 





Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 
No. Nama (Tahun) Judul Hasil 
1. Hisamuddin dan 
Sholikha (2014) 
Persepsii, Penyajian idan 
iPengungkapan iDana 
Noni-Halal ipada 
iBAZNAS idan iPKPU 
Kabupaten iLumajangi 
iPenelitian i ni mengungkapkan 
ibahwa iBAZNAS dan iPKPU 
imemiliki beberapa irekening ibank 
di ibank isyariah ijuga di ibank 
ikonvensional untuk imemudahkan 
dalam pendistribusian zakat. 





iPenelitian i ni imengungkapkan 
ibahwa ipendapatan dana inoni-ihalal 
idigunakan iuntuk kegiatan 
iekonomi iyang imembutuhkan, 
imisalnya isebagai ihibah kepada 
inegara idalam imembayar beban 
ibunga idari ipinjaman negara idari 
itahun ike itahun dan idilaporkan 
itersendiri oleh ilembaga ikeuangan 
isyariah.  
3. Nadiyyah dkk. 
(2016) 




iNonHalal ipada PTi. 
iBanki 
Syariah iMandirii 
iPenelitian i ni menunjukkan ibahwai 
penyaluran iDana iNon-iHalal iolehi 
iPT. iBank iSyariah iMandiri 
sebagiani 
ibesar iditujukan untuk iprogrami 
ipemberdayaan masyarakat isepertii 
ibantuan dalam ibiaya isekolah dani 
imodal iusaha iuntuk pinjamani 
ikepada pengusaha ikecil.  
4. Harkaneri dan 
Refisa (2018) 
Pendapatan iNon iHalal 
isebagai Sumber idani 
Penggunaan iQardhuli 
iHasan dalam iPerspektifi 
Islami 
iPenelitian i ni mengungkapkan  
ibahwa ipenggunaan pendapatan 
inon ihalal dalam idana iqardhul 
ihasan selayaknya itidak idisalurkan 
dalami 
ibentuk ipinjaman bergulir isebabi 
iadanya hukum iharam iyang 
melekati 
ipada ibunga.  




iSyariah sebagai iBentuk 
iTransparansi 
Pengalokasian iRekening 
iDana iKebajikan. I 
iPenelitian ini imengungkapkan 
ibahwa  ipembebanan rekening 
idana ikebajikan imemiliki 
persamaan iarti idengan dendai, 
iyang ihampir sama idengan iprinsip 








E. Tujuan iPenelitiani 
Berdasarkan irumusan diatas imaka itujuan dari ipenelitian i ni, yaitui: 
1. Mengetahui eksistensi Dana Non-Halal di bank syariah. 
2. Mengetahui pengalokasian Dana Non-Halal di bank syariah. 
3. Mengetahui alokasi Dana Non-Halal ditinjau dari shariah enterprise 
theory. 
 
F. iManfaat Penelitiani 
iManfaat iyang idiharapkan dalam ipenelitian i ni iadalah: 
1. iManfaat Teoretisi 
iPenelitian ini idiharapkan imampu memberikan isumbangan 
ipemikiran idalam imemperkaya wawasan mengenai ishariah ienterprise 
theory iyang idicetuskan ioleh Iwan iTriyuwono ipada itahun i2007, 
iterutama ipada ikonsep itanggung jawab isosial iperbankan isyariah iatau 
ilembaga ikeuangan isyariah. iDimensi ishariah ienterprise theory itak 
hanya terbatas pada akuntabilitas horizontal saja, melainkan secara 
lebih luas yang menuntut pengungkapan dengan lebih lengkap dan 
menyeluruh.  
2. Manfaat praktis 
Bagi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang 
imenjadi unit ianalisis ipenelitian ini iadalah idapat menjadi 
ipertimbangan idalam pengungkapan ilaporan isumber dan penggunaan 





pengelolaan Dana Non-Halal dari pelaporan sumber dan penggunaan 
Dana Non-Halal yang baik sehingga akan meningkatkan kepercayaan 
seluruh stakeholders. iBagi ipeneliti selanjutnyai, ipenelitian ini idapat 
idijadikan ibahan referensi iatau iacuan idalam penelitian ikedepannya 






A. Shariah iEnterprise iTheory 
iShariah iEnterprise Theory i (SETi) imerupakan teori iyang idicetuskan oleh 
iTriyuwono iuntuk pengembangan iakuntansi isyariah dimana imerujuk ipada 
iakuntabilitas yang ilebih iluas dengan imengaitkan iakuntanbilitas tertinggi iadalah 
iTuhan, imanusia idan alami. iSET imenjadikan Tuhan isebagai ipusat idari segala 
isesuatunyai. Tuhan imenjadi ipusat itempat kembalinya imanusia idengan jiwa iyang 
itenang idan alam isekaligus idengan hukumii-ihukum yang imelekat ididalamnya 
(iAbdullah idan iAinuni, i2017). iMenurut iSET, istakeholder imeliputi Allahi, 
manusia dan alam dimana Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi sastu 
satunya tujuan hidup manusia (Samsiyah dkk., 2013). Oleh sebab itu, manusia di 
dunia dianggap sebagai khalifatullah fil ardh, yaitu sebagai wakil Tuhan yang 
wajib patuh iterhadap isemua hukumi-ihukum Tuhani. iKhalifatullah fil iardh iberarti 
ibahwa manusia imemiliki itujuan untuk imenciptakan idan imendistribusikan 
kesejahteraan i (imateri idan noni-imaterii) ibagi alam isemesta idan iseisinya. iGuna 
imemudahkan itugas inii, imaka imanusia menciptakan iorganisasi i (profit iatau inoni-
profiti) isebagai i nstrumen sehingga idiharuskan iuntuk mempertanggungjawabkan 
iseluruh iaktivitasnya ikepada Allah ilalu idijabarkan ilagi secara ihorizontal ikepada 







Shariah enterprise theory adalah teori yang menginternalisasikan inilaii-
nilai iIslam agar imenghasilkan iteori iyang transendental idan ilebih humanisi. 
iSeperti yang idikatakan ioleh Meutia i (i2010), iSET imerupakan iteori yang itidak 
ihanya memiliki itanggungjawab ikepada pemilik iperusahaan isajai, akan itetapi 
ijuga kepada ipara istakeholders secara ilebih luasi. iSedangkan iSET menurut 
iTriyuwono i (2003i) imampu mewadahi istakeholders isebagai isesuatu yang itidak 
isanggup dilakukan ioleh iproprietary itheory dan ientity itheoryi. iHal ini ikarena 
ikonsep iSET menunjukkan iadanya ikekuasaan iekonomi yang itidak ihanya berada 
ipada isatu ipihak (ishareholdersi), melainkan iberada ipada ibanyak pihak i 
(istakeholdersi). Pendapat i ni idilandasi oleh ipremis yang imenyatakan bahwa 
iiimanusia adalah ikhalifatullah ifil ardh iyang ibertujuan menciptakan idan 
imendistribusikan ikesejahteraan bagi iseluruh alam idan i sinyai. Premis itersebut 
imendorong SET imewujudkan inilai ikeadilan terhadap ilingkungani, manusia idan 
ialam. iOleh ikarena i tu, iSET imembawa kemaslahatan ibagi istockholdersi, 
stakeholdersi, imasyarakat dan ilingkungan.  
SET cocok dan sesuai iuntuk isistem iekonomi yang iberlandaskan ipada 
nilaii-inilai isyariahi. Sebagaimana idinyatakan iTriyuwono i (i2003) ibahwa 
ikeanekaragaman ikekuasaan ekonomi ipada ikonsep isyariah sangat 
idirekomendasikani, seperti yang diketahui bahwa syariah Islam sangat melarang 
adanya kekayaan yang beredar hanya pada suatu kalangan tertentu saja. Corporate 
sosial iresponsibility dalam iIslam iterdiri idari ikonsep izakat, ikonsep ikeadilani, 
konsep ikemaslahatani, ikonsep tanggung ijawab idan ikonsep ifalah yang ikemudian 





ikepada ipemahaman ibahwa idalam harta isebenarnya itersimpan ihak orang ilaini. 
iPemahaman i ni tentu imembawa iperubahan ipenting idalam terminologi iSET iyang 
imeletakkan premisnya iuntuk mendistribusikan ikekayaan iberdasarkan ikontribusi 
para ipartisipani, yaitu ipartisipan iyang imemberikan ikontribusi keuangan iatau 
iketerampilan.  
 
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 
iDewan Syariah iNasional iadalah idewan yang idibentuk ioleh Majelis 
iUlama iIndonesia (iMUIi) untuk imenangani imasalahi-masalah iyang iberhubungan 
dengan iaktivitas ilembaga ikeuangan syariahi. iDewan Pengawas iSyariah i (DPSi) 
ibertugas imengawasi pelaksanaan ikeputusan iDSN idi lembaga ikeuangan isyariah 
(iSam idkki., 2014i: i4). iSecara iumumi, ipenetapan fatwa ididasarkan ipada ial-
iQur’ani, isunah (ihadisii), i jma’, idan iiqiyas iserta dalil ilain iyang imu’tabarai. 
iiPenetapan fatwa iibersifat iiresponsifi, proaktifi, idan antisipatifi. 
iSebelum fatwa iditetapkan ihendaklah ditinjau ilebih idahulu pendapat ipara 
i mam mazhab iidan ulama iyang imu’tabar tentang imasalah iyang akan idifatwakan 
itersebuti, secara iseksama berikut idalili-dalilnyai. Fatwa ditetapkan berdasarkan 
pada hasil musyarawah para ulama melalui metode al-jam’u wa attawfiq ataupun 
imetode muqaranah iidengan imemakai kaidahi-ikaidah ushul ifiqh imuqaran. 
iSedangkan iuntuk ikonflik yang itidak iterdapat ihukumnya dikalangan imazhabi, 
maka ifatwa iditetapkan iberdasarkan pada ihasil i jtihadjama’iy (kolektifi) imelalui 





idzari’ah. iMashalih i ‘ammah (kemaslahatan umum) dan maqasid asy-syariah 
harus selalu diperhatikan dalam menetapkan fatwa.  
iDSN MUI itelah mengatur ifatwa iperihal sanksi iatas inasabah mampu iyang 
imenunda pembayaran ikewajibannya iuntuk dijadikan ipedoman iuntuk Lembaga 
iKeuangan iSyariah (iLKSi), idengan beberapa iketentuan iumum antara ilain : 
1. Sanksi iyang idimaksud merupakan isanksi iyang diberikan ikepada 
inasabah mampu itetapi idengan sengaja imenunda imembayar 
ikewajibannya. 
2. Tidak imemberikan isanksi kepada inasabah iyang tidaki/ibelum imampu 
membayar iyang idikarenakan ioleh iforce imajeur.  
3. iNasabah mampu iyang imenunda pembayaran idani/atau itidak imemiliki 
i tikad baik idan ikemauan iuntuk imembayar kewajibannyai, iboleh 
idiberikan isanksi. 
4. iSanksi yang idiberikan ididasarkan pada iprinsip ita’zir iyang bertujuan 
imendisiplinkan inasabah idalam imembayar kewajibannyai. i 
5. iSanksi dapat iberupa idenda sejumlah iuang iyang inominalnya 
berdasarkan ikesepakatan idan idibuat saat iakad iditandatanganii. 
6. iDana idenda yang iditerima iditujukan isebagai dana isosiali. 
DSN-MUI mengizinkan bank syariah memberi diskon pelunasan untuk 
mengantisipasi iadanya ipembayaran lebih icepat atau iyang ikurang lancari. iDiskon 
pelunasan idiberikan idengan isyarat tidak idiperjanjikan idan jumlah ipotongannya 
isesuai ikebijakan idan pertimbangan iLembaga iKeuangan iSyariah (iLKSi). iDSNi-





sesuai iikesepakatan idengan menjual ijaminan ilalu idijadwalkan ulang iatau iakad 
murābaḥahi-inya diubah imenjadi iakad imuḍārabah.  
 
C. Perbankan Syariah 
Djazuli dan Janwari (2001: 53) dalam ibahasa arabi, ibank ibisaa disebut 
idengan imashrof yang ibearti itempat berlangsung isaling imenukar iharta, ibaik 
idengan cara imengambil iataupun menyimpan iatau iselain iuntuk melakukan 
imuamalati. iSedangkan istilah i “iBanki” iberasal dari ikata iItalia “iBancoi” iyang 
berarti i “ikepingan ipapan tempat ibukui” iatau sejenis imejai. iKemudian 
penggunaannya ilebih idiperluas iuntuk menunjukkan i “imeja” itempat ipenukaran 
iuangi, iyang digunakan ioleh ipara pemberi ipinjaman idan ipara pedagang ivaluta idi 
Eropa ipada iabad ipertengahan untuk imemamerkan iuang imereka. iDari isinilah 
iawal imula itimbulnya perkataan ibanki.  
Sedangkan imenurut ensiklopedi iIslam, ibank iIslam adalah ilembaga 
ikeuangan yang iusaha ipokoknya memberikan ikredit idan jasai-ijasa idalam lau 
ilintas ipembayaran serta iperedaran iyang pengoperasiannya iidisesuaikan dengan 
iprinsipi-iprinsip syariah i slami. iBerdasarkan hal itersebuti, ibank i slam iberarti bank 
iyang icara iberoperasinya didasarkan ipada itata cara ibermuamalat isecara i slam, 
iyakni imengacu ipada ketentuan iyang imengatur ihubungan manusia idengan 
imanusia, iibaik hubungan ipribadi imaupun iperorangan dengan imasyarakat i 
(iSumar’in, i2012i: i49). iBanco iatau imeja para ipengusaha ibank ipada iabad 
ipertengahan iakan idimusnahkan oleh ikhalayak iramai ijika ia igagal imenjalankan 





iPada awalnyai, penerapan isistem iperbankan isyariah serta ipenciptaan 
iproduk-iproduk isyariah idalam sistem ikeuangan idimaksudkan iuntuk menciptakan 
isuatu ikondisi bagi iumat i slam agar imelaksanakan semua iaspek ikehidupannyai. 
Termasuk iaspek iekonominya idengan iberlandaskan pada iAli-Qur’an dan As-
iSunnah. iSaat i ni, isistem iperekonomian i slam mengalami iperkembangan iyang 
icukup pesat idan imenjadi objek ikajian idan ipenelitian kalangan ibarati. iSistem 
syariah idewasa i ni itelah iterintegritasi dan iberinteraksi dengan iisistem 
perekonomian iduniai. iSistem perbankan isyariah itidak lagi ihanya idimonopoli idan 
diklaim isebagai isistem iperbankan iinegarai-inegara iIslam i (Siamat, 2005: 408). 
 
D. Dana Non-Halal 
iMenurut Hisamuddin idan iSholikha i (2014i) iDana iNon-iHalal iadalah idana 
yang iditerima ioleh ibank syariah iyang ibersumber idari proses itransaksi idengan 
pihak ilain iyang itidak berdasarkan isyariahi. iBank syariah idalam ikeadaan tertentu 
iguna ikeperluan ilalu ilintas keuangani, imesti imemiliki rekening ipada ibank 
konvensional idi idalam iataupun di iluar inegerii. Oleh ikarena i tui, ibank syariah 
tidak dapat menghindari keadaan dimana ia menerima bunga dari bank mitra. 
Bunga yang diterima oleh bank syariah dimasukkan sebagai dana kebajikan sebab 
tidak boleh menambah pendapatan mereka (Fatmasari dan Kholmi, 2018). iSesuai 
dengan iPSAK i101i, idana kebajikan idapat idigunakan untuk idana ikebajikan 
iproduktif, isumbangani, dan ipenggunaan ilainnya iuntuk kepentingan iumumi. iDana 
kebajikan i (idana iqard) iberasal idari i nternal yang imeliputi i nfaq, ishadaqah idan 





seperti ibunga ibank idan sebagainyai. iPembebanan irekening dana ikebajikan 
imemiliki ipersamaan iarti dengan idendai, yang ihampir isama dengan iprinsip iyang 
iditerapkan dalam iLembaga iKeuangan Konvensional i (Utami dkk., 2018). 
Menurut Qardhawi (1993: 21) masalah iharam itetap dinilai iharam 
ibetapapun baik idan imulianya iniat dan itujuannyai. Sebaik iapapun irencananyai, 
inamun ijika itidak dibenarkan ioleh isyariah maka itetap iharam idan tidak iboleh 
idijadikan isebagai alat iuntuk imencapai tujuan ibaik itersebuti. Islam imengajarkan 
iuntuk imencapai sesuatu iyang isuci dengan icaranya iyang ijuga iharus sucii, isebab 
isyariat Islam itidak imembenarkan iprinsip al ighayah itubirrul iwasilah (itujuan 
iyang imenghalalkan isegala carai) iatau suatu iprinsip ial iwushulu ilal ihaq ibil 
ikhaudi ifil katsiri iminal ibatil i (untuk imemperoleh isesuatu yang ibaiki, iboleh 
dilakukan iidengan ibergelimang idalam ikebatilan). iOleh ikarena itui, ibarang isiapa 
yang imengumpulkan idana idengan ijalan iribai, imaksiati, permainan iharami, ijudi 
dan isebagainya iyang hukumnya iharami, guna imendirikan imasjid atau iuntuk 
isesuatu iyang baiki, imaka itujuan baiknya itersebut itidak akan imenjadi isyafa’at 
ibaginya sehingga idosa iharamnya itu iharus idihapus (Hisamuddin dan Sholikha, 
2014). Tujuan dan niat tidak dapat mempengaruhi hokum haram dalam syariat 
Islam. Sebagaimana pula yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 42 yang 
berbunyi: 
◆  ❑⬧  ⬧ 
⧫  ❑⬧◆ 








“Dan ijanganlah ikamu campur iadukkan yang ihaq idengan yang ibathili, idan 
janganlah ikamu isembunyikan yang ihaq i tu isedang kamu imengetahui.” 
 
Ayat tersebut sesuai dengan tafsiran kitab Al-Misbah karya Quraish Shihab yang 
menjelaskan bahwa kebenaran (haq) yang ingin dipertahankan dengan jalan yang 
bathil, yang sebagian besar isinya imungkin lebih ibanyak iyang haqi, akan itetapi 
icelah kebenaran idicampakkan ipula kebohongani-ikebohongan dalam ibentuk iyang 
isangat halus iyang ihampir tidak iterasa ikecuali oleh iyang isangat jelii. iHal itersebut 
menjadi ikecaman ibesar ibagi merekai. iSeandainya mereka itidak itahui, boleh ijadi 
idosa imereka ihanya karena itidak imau ibertanya, itetapi idisini imereka tahui, ilalu 
menyembunyikannyai. iMelalui firman-Nya ini pula, Allah SWTi. melarang ikita 
idari ikesengajaan imencampuradukkan antara ikebenaran idengan kebatilani, iserta 
itindakan menyembunyikan ikebenaran iyang sebenarnya ikita tahu. Jenis manusia 
yang iberhubungan idengan iayat ini iyaitu iorang iyang menutupi ikebenaran idengan 
ikebathilani, imereka itidak membedakan iantara isatu iperkara dengan iperkara 
ilainnya ipadahal imereka mengerti itentang i tui, imaka imereka itu iadalah ida'ii-da'i 
yang imembawa kepada ineraka ijahannam. 
Menurut iAntonio (ii2001: i133i) sifat iqard itidak memberi ikeuntungan 
ifinansial. iPendanaan iqard dapat idiambil idari i (1i) iQard iyang idapat membantu 
imasalah ifinansial inasabah isecara icepat dan idalam ijangka iwaktu yang ipendeki, 
iyang idimana dana itersebut idapat idiambil dari imodal ibanki. i (2i) iQard iyang 
idapat membantu iusaha isangat ikecil dan ikeperluan isosiali, yang idapat ibersumber 
dari idana izakati, infaq idan ishadaqahi. Disamping isumber idana umati, ipara 





ilain yang idapat idialokasikan untuk iqardi, iyaitu pendapatan ipendapatan iyang 
idiragukan, iseperti ijasa inistro di ibank ikoresponden iyang konvensionali, ibunga 
iatas jaminan iLi/C idi ibank iasing idan sebagainya i (iHannanong dan iArisi, i2018). 
Salah isatu ipertimbangan pemanfaatan idanai-idana ini i alah ikaidah akhaffu 
idararain i (imengambil mudarat iyang ilebik kecili). 
Menurut As-Shiddiqiy (2001: 33) iIbnu iTaimiyyah mengatakan ibahwa 
segala ibentuk transaksi iyang itidak imenyelisihi syariat iadalah isah. iMisalnya 
iseorang pedagang idiberi isyarat ibaik maksud ipokoknya iadalah penjual iataupun 
ibarang iyang idiperdagangkan iiagar dilakukan iatau iditinggalkan idalam itransaksi 
ijual ibelii, maka isyarat idan itransaksi jual ibelinya iadalah sahi. iIbnu iQayyim juga 
imenyatakan ibahwa segala syarat yang itidak isesuai dengan ihukum idan kitab 
iAllah iadalah isyarat iyang dinilai itidak iada i (ibathilii). Adapun isyarat iyang tidak 
imenyelisihi iprinsip-iprinsip isyariah iadalah syarat iyang iwajib idilaksanakan, 
ikarena isebagai ikaum muslimin ikita iwajib imelaksanakan persyaratan iyang itelah 
disepakati ibersamai, ikecuali persyaratan iyang iyang imenghalalkan yang iharam 
idan mengharamkan iyang ihalal i (Zuhailii, i1985i: 722i). iJadii, idenda hanya 
idiperbolehkan iapabila tidak iberasal idari itransaksi iutang-ipiutang idan nominal 
idendanya ipun itermasuk wajar isesuai idengan besarnya ikerugian isecara iriil. 
 
E. Dana Non-Halal sebagai Sumber Dana Kebajikan 
Perbankan isyariah pada ipraktiknya imenyajikan Laporan iSumber dan 
iPenggunaan iDana Kebajikan isebagai ikomponen utama ilaporan ikeuangan, iyang 





iKenaikan iatau ipenurunan sumber idana ikebajikani; (i2i) iSaldo awal idana 
ipenggunaan idana kebajikani; idan (i3i) iSaldo akhir idana ipenggunaan idana 
kebajikani. iHal ii ni idilakukan oleh ibank isebagai iusaha dalam imelaksanakan 
iperannya sebagai ipemegang iamanah idana ikegiatan sosial iyang idikelola isecara 
terpisah i (Isnawati, 2018). Adapun sumber-sumber dana kebajikan menurut 
Falikhatun dkk. (2016), antara ilaini: (ia) iInfak idan isedekah, iyaitu idana yang 
iditerima idari ipihak luar iatau inasabah iatas permintaan imereka isendirii; (ibi) 
iSumbangan, iyaitu idana iyang diterima idari inasabah iatas ipermintaan mereka 
iguna ikepentingan isosial; i (ici) iDenda, iyaitu ikompensasi iwajib yang idilakukan 
ioleh inasabah ikarena melanggar iaturani, iterlambat atau itidak imelunasi pinjaman 
iyang imana ipembayaran angsuran itersebut idilakukan idengan icara pendebetan ike 
irekening nasabah iatau idibayarkan secara itunai i (icash) iatau imelakukan 
ipemindahbukuan i (ioverbooking) iatau itransfer imaupun dengan icara ilain yang 
idisetujui ipihak bank iyang ibersangkutani; dan i i (di) iPendapatan inon ihalal 
imerupakan idana yang ibersumber idari ipenerimaan jasa igiro idari ibank 
konvensional iatau ipenerimaan lainnya iyang itidak dapat idihindari idalam ikegiatan 
operasional ibank. 
Menariknya, iterdapat pendapatan inoni-halal iyang itidak diakui isebagai 
ipendapatan oleh ibank isyariah akan itetapi idigunakan iuntuk dana ikebajikani. 
iDana iqardhul ihasan i (dana kebajikan) dapat membantu sektor sosial seperti 
membantu usaha yang sangat kecil (Antonio, 2013: 133). Tak hanya itu, 
ipenyaluran dana ikebajikan ijuga dapat imeliputii: pembangunan iatau irenovasi 





pembagian ibuku idan komputer iuntuk isekolah, idan ilain isebagainya. iPada 
iumumnya bank itidak secara ilangsung imenyalurkan dana itersebut imelainkan 
didistribusikan ikepada ilembaga khusus iyang idibentuk oleh ibank i tu isendiri, 
imisalnya ipada Bank iBNI Syariah yang bekerja sama dengan LAZNAS salah 
satunya adalah Dompet Dhuafa. Berbagai sinergi program penyaluran dana 
kebajikan telah dilangsungkan oleh Bank BNI Syariah melalui Dompet Dhuafa 
sejak tahun 2015. Visi Dompet Dhuafa dan BNI Syariah memiliki kesamaan, 
iyaitu menjaga iAgama i (hifdz iadi-diini), menjaga ijiwa i (ihifdz ani-inafsi), menjaga 
iakal i (hifdz iali-iaql), imenjaga iketurunan i (hifdz iani-nasabi), idan imenjaga harta i 
(ihifdz ali-imaal). iDalam ihal imencapai tujuani, iDompet Dhuafa idan iBank iBNI 
Syariah itelah isesuai idengan maqoshid isyariahi. Selain i tui, iBank iBNI iSyariah 
juga memiliki konsentrasi yang sama dengan Dompet Dhuafa yaitu pengentasan 
kemiskinan.  
 
F. Alokasi Dana Non-Halal Bank Syariah dalam Perspektif Shariah 
Enterprise Theory 
Menurut Accountingi, iAuditing, iGovernance iStandard for iIslamic 
iFinancial Institution i (iAAOIFI) iterdapat i19 i tem disclosure iyang iharus 
dilaporkan ioleh ibank isyariah dalam ilaporan ikeuangannyai, diantaranya iyang 
ipaling ipenting adalah iguna imengetahui ishariah compliance idengan 
imengungkapkan idan menyajikan ipendapatan iatau ipengeluaran yang itelah 
imaupun yang iitidak isesuai dengan isyariah ipada isemua itransaksi dan iperistiwa 





terpisah dengan dana operasional perbankan syariah, karena sumber dan 
penggunaan Dana Non-Halal memang dikhususkan dan ada tersendiri. Dana Non-
Halal bersumber dari dana-dana yang dikhususkan, maka penggunaannya 
dikhususkan pula, seperti yang dinyatakan oleh Antonio (2001:64) bahwa dana 
qardhul hasan digunakan untuk membantu usaha yang sangat kecil agar mampu 
meningkatkan usahanya atau membantu sektor sosial lainnya. Dapat disimpulakan 
bahwa sumber dan penggunaan Dana Non-Halal dipisah dengan dana operasional 
lembaga keuangan syariah, karena sumber Dana Non-Halal berasal dari dana yang 
dikhususkan, yaitu dana yang hanya bersumber dari pendapatan non halal seperti 
bunga dan jasa nistro di bank asing. Begitu pula dengan penggunaan Dana Non-
Halal yang diperlakukan secara khusus, yaitu untuk kegiatan sosial. Hal itersebut 
berdasarkan ipendapat ibahwa dana iharam i tu iharam bagi ipemiliknya inamun tetap 
ihalal ibagi penerimanya i (iSahroni dan Karim, 2015: 225). 
Dana yang berasal dari denda telat bayar yang berdasar pada prinsip ta'zir 
yang bertujuan hanya sebagai sanksi bagi nasabah zhalim, itidak iakan diakui 
isebagai ipendapatan oleh iLembaga iKeuangan Syariah i (iLKSi) termasuk Bank 
Syariah. Menurut prinsip ta’zir, denda tersebut merupakan sanksi yang dikenakan 
bagi nasabah mampu namun sengaja telat bayar. Hal ini sejalan dengan fatwa 
Dewan Syariah Nasional MUI No. 17 tahun 2000 (2014: 123) bahwa denda ihanya 
idikenakan bagi inasabah imampu yang imenundai-inuda pembayaran idani/atau itidak 
imempunyai kemauan idan i tikad baik iuntuk imembayar ihutangnya. iMUI 
imengeluarkan Fatwa iDSN iMUI Noi. i17 iagar sifat iriba ipada idenda telat ibayar 





imengakuinya sebagai ipendapatani, iakan tetapi idialokasikan isebagai idana isosial 
idan ikebajikani. Dana iNoni-iHalal ketika itidak idiakui isebagai pendapatan ioleh 
iLembaga iKeuangan iSyariah (iLKSi), maka idana itersebut menjadi ihalal ibagi 
imustahiq i (pihak iyang iberhaki) atas idana isosial idan ikebajikan. Pengalokasian 
dana non-halal yaitu seperti sumbangan sosial, pembuatan infrastruktur umum, 
kepentingan pendidikan, sumbangan bencana alam dan sejenisnya. Hal ini 
dibuktikan oleh Kadarningsih dkk. (2017) bahwa penyaluran alokasi idana 
qardhul ihasan idi bank isyariah ihanya diberikan ikepada ipihak-ipihak iyang berhak 
imenerimanya isesuai syariahi, isebagai dana ibergulir iuntuk aktivitas isosial isesuai 
fungsinyai. 
Denda telat bayar yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
bukanlah termasuk kedalam kategori riba, akan tetapi termasuk sebagai sanksi 
bagi orang yang zhalim. Tata kelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS)  (terutama 
Bank Syariah) telah imenghilangkan sifat iriba pada iDana iNon-iHalal itersebut, 
iregulator ijuga telah imewajibkan iLembaga Keuangan iSyariah i (LKSi) iuntuk 
imembuat Laporan iatas Sumber idan iPenyaluran iDana Sosial idan iKebajikani. 
Laporan i ni iharus dibuat isecara itransparan dan idiawasi ioleh Dewan iPengawas 
iSyariah i (iDPS)  idan iOJK. iSebab iDewan iPengawas Syariah i (iDPSi) ibertanggung 
ijawab untuk imengawasi isegala iaktivitas bank iagar isesuai dengan iprinsipi-iprinsip 
syariah i (isyariah compliancei) i (iRokan, i2017). 
Menurut Somantri (2017) isuatu sistem iekonomi iyang iberdasarkan pada 
inilaii-inilai syariah imaka idirekomendasikan untuk menggunakan SET. Seperti 





pada kalangan tertentu saja. Menurut Triyuwono (2012: 355) untuk akuntansi 
syariah, SET dianggap paling cocok karena memiliki nilai-nilai ikeadilani, 
kebenarani, iamanah, ikejujuran, idan ipertanggungjawaban iyang sesuai idengan 
ikarakteristik ihumanis, iemansipatorisi, transendental idan iteleologikal idalam 
iakuntansi isyariah. iPara istakeholder ibertanggungjawab untuk imenggunakan 
isegala yang i a imiliki dengan icara dan tujuan yang sesuai dengan syariah Islam, 
sebab menurut SET segala yang dimiliki oleh para stakeholder adalah amanah 
yang diberikan oleh Allah.  
Menurut SET bentuk pertanggungjawaban utama adalah secara vertikal 
yaitu kepada Allah sebagai pihak tertinggi, kemudian diperluas secara horizontal 
yaitu kepada manusia sebagai khalifah yang bertugas untuk mengatur semua 
sumber daya yang Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia secara 
baik dan adil, serta kepada lingkungan dan alam. Bentuk pertanggungjawaban 
perusahaan iterhadap Allah iditunjukkan dengan iadanya ilaporan Corporate iSocial 
Responsibility imengenai iapa iyang telah idilakukan iperusahaan dengan itujuan 
iutama mendapat iridho iAllah iSWT dengan menjadikannya sebagai amanah agar 
membawa rahmat bagi seluruh alam (Pramiana dan Anisah, 2018). Bentuk 
pertanggungjawaban Bank Syariah secara horizontal yaitu dengan imenyajikan 
laporan inilai tambah iuntuk imemberikan informasi ikepada ipara stakeholdersi. 
iDengan diungkap atau dibuatnya suatu laporan pertanggungjawaban sosial 
merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban secara horizontal (Meutia, 2010). 
Laporan CSR yang disajikan sebaiknya bersifat understandable (imudah 





isumber i nformasi iyang dibutuhkan ioleh ipara stakeholderi. iPerusahaan idituntut 
untuk imampu imenyeimbangkan pelaksanaan iterhadap ihali-hal iyang ibersifat 
ispiritual maupun imaterial iapabila perusahaan tersebut beroperasi berlandaskan 
syariah Islam (Zulhas, 2015). iDimensi imaterial membantu imanusia idalam 
memecahkan imasalah ikehidupan agar imencapai ikemajuan isedangkan dimensi 
ispiritual imenuntun imanusia agar imenjadi iberiman idan ibertakwa kepada iAllahi. 
iDengan demikiani, ilaporan ipertanggungjawaban nantinya iakan iberguna ibagi 
kepentingan ipara istakeholderi. Selain i tui, i nformasi iyang idisajikan idalam 
ilaporan ipertanggungjawaban isosial harus iberisikan i nformasi iyang bersifat 
ikualitatif imaupun kuantitatif i (iMeutia, 2010). 
 
G. Rerangka Pikir 
iDalam melakukan ipenelitian, iada imodel pemikiran iyang iiharus 
dikembangkan iagar inantinya penelitian i ni iidapat dilakukan isecara isistematis idan 
hasilnya idapat idipahami secara imudahi. Banyak imodel ipemikiran iyang idapat 
digunakani, dan ipeneliti memilih untuk menggunakan model sesuai dengan judul 
yang diangkat “Tinjauan Alokasi Dana Non-Halal Bank Syariah dalam 
Perspektif Shariah Enterprise Theory”. Pembahasan dimulai dari shariah 
enterprise theory yang ditawarkan sebagai peninjau sekaligus solusi. Setelah itu, 
pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan pokok permasalahan. Pada ikegiatan 
ioperasional iperbankan isyariahi, iterdapat pendapatan iyang itidak memenuhi 
ishariah compliance yang kemudia dinamakan sebagai pendapatan non halal. 





kebajikani, iseperti bantuan sosial, pendidikan, dan lain-lain. Seperti yang 
diketahui bahwa jika sesuatu dianggap haram, tetap dilarang, tidak peduli 
seberapa bagus niatnya atau seberapa terhormat tujuannya (Hoppe, 2000: 20). 
Oleh ikarena i tu pengungkapan idalam ilaporan sumber idan ipenggunaan iDana 
Noni-iHalal isangat membutuhkan ipengungkapan iyang ilebih luas idan imendalami. 
iHal ini iuntuk imelihat seberapa ijauh iaktivitas perbankan isyariah idalam 
imenerapkan iprinsip yang isesuai idengan syariah i slami. iBerdasarkan pemaparan 















Gambar 2.1 Rerangka Pikir Peneliti
Dana Non-Halal pada Bank Syariah 
Sektor Kebajikan 













A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
iJenis penelitian iyang idigunakan adalah iijenis penelitian ikualitatifi. 
Menurut iSugiyono (i2014i) ipenelitian ikualitatif mendeskripsikan iaspeki-
aspek iyang iberkaitan dengan iobjek ipenelitian secara imendalami. 
Penelitian ikualitatif ibertujuan untuk imengetahui imakna iyang 
tersembunyii, imemahami interaksi isosiali, imengembangkan teorii, 
imemastikan kebenaran idatai, dan imeneliti isejarah iperkembangan 
(iAtmadjai, 2013i). iPenelitian ini imenggunakan iparadigma kualitatif 
ikarena ididasarkan ipada dua ialasan, ipertama ipermasalahan iyang dikaji 
idalam ipenelitian ini imembutuhkan isejumlah data ilapangan iyang isifatnya 
iaktual dan ikontekstuali. Keduai, ipemulihan ipendekatan ini ididasarkan 
ipada iketerkaitan imasalah iyang dikaji idan itidak dapat idipisahkan ioleh 
ifakta alamiahnyai. iPenelitian i ni akan imeninjau iterkait pengalokasian 
iDana iNoni-Halal isebagai isalah isatu sumber idana ikebajikan ipada bank 
isyariah. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian i ni idilakukan pada iPT Bank iBNI Syariah iKantor iCabang 
Utama iKota iMakassar yang iterletak idi iJl. Dr. Sam Ratulangi No. 140 
Kel. iMario Keci. iMariso Kota iMakassar. Penelitian ini dilakukan mulai 




selama kurang lebih 2 bulan dan selebihnya digunakan untuk mengolah 
hasil atas pengumpulan data dan menyusun laporan akhir.  
 
B. iPendekatan Penelitiani 
Penelitian i ni imenggunakan pendekatan i nterpretif iguna menganalisis 
imasalah iyang ditelitii. iMenurut iChairi (i2009) ipendekatan i nterpretif iberasal dari 
ifilsafat iJerman iyang memfokuskan ipada peranan iBahasai, i nterpretasi, idan 
ipemahaman dalam i lmu isosiali. Pendekatan i ni ifokus pada isifat isubjektif dari 
isocial iworld  idan berusaha imemahaminya idari rerangka ipikir iobjek yang isedang 
iditelitii. Jadi ifokusnya ipada arti i ndividu idan ipersepsi manusia ipada realitas 
ibukan ipada realitas i ndependen iyang berada idiluar imereka i (Chairii, i2009). 
iLatuconsina i (2016i) imenjelaskan ibahwa paradigma i nterpretif imeliputi cakupan 
iyang iluas atas igagasan ifilosofis idan sosiologi iyang imemberikan ikarakteristik 
iumum untuk imencoba imemahami dan iimenjelaskan dunia isosial idengan tujuan 
iutama iuntuk imelihat pelaku iyang isecara langsung iterlibat idalam proses isosiali. 
iMenurut Latuconsina i (i2016) ipendekatan i nterpretif imenjelaskan bagaimana 
ikeberadaan imanusia dalam iimengintrepretasi dan imerasakan realitasi. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan interpretif karena peneliti ingin meninjau 
pengalokasian dana non-halal pada perbankan isyariah berdasarkan iperspektif 
ishariah enterprise itheoryi. Peneliti i ngin imemperoleh informasi iatau idata yang 





C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
1. Jenis Data 
Jenis idata iyang digunakan idalam penelitian i ni iadalah data isubjek 
iyang diperoleh imelalui iresponden ipenelitian iyang idi-i nterview idan 
didokumentasikani. iMenurut Indriantoro idan iSupomo (i2013i: 145i) idata 
isubjek adalah ijenis idata ipenelitian yang iberupa iopinii, sikapi, ipengalaman 
atau ikarakteristik iseseorang iatau sekelompok iyang imenjadi subjek 
ipenelitian i (iresponden). 
 
2. Sumber iDatai 
iSumber data iyang idigunakan idalam penelitian i ni iadalah data iprimer 
idan iisekunder. iData iprimer imerupakan iidata ilangsung iyang diperoleh 
idari isumber aslinya itanpa imedia iperantara  i (Indriantoro idan iSupomo, 
i2013i: 142i).  iData iprimer diperoleh isecara ilangsung dari inarasumber 
ibaik dengan imelakukan iwawancara imendalam, iobservasi ilangsung, idan 
idokumentasii. iWawancara dilakukan ikepada ipihak perusahaan idan 
imasyarakat yang imemenuhi ikriteria isebagai informan idari ipengumpulan 
data itersebuti. Informan iyang idipilih oleh peneliti adalah mereka yang 
dianggap memiliki pengetahuan lebih terkait entitas syariah dan dapat 
memberikan data yang diperlukan untuk memahami terkait pengalokasian 
Dana Non-Halal. Sedangkan idata isekunder merupakan idata yang itelah 
idikumpulkan oleh ilembaga pengumpul idata idan dipublikasikan ikepada 




idiperoleh isecara tidak ilangsung idengan menggunakan imedia iperantara 
iseperti jurnali-jurnal, buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang terkait. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dibutuhkan data yang akurat dan sistematis untuk menganalisis dan 
menginterpretasikan dengan baik agar dapat mendeskripsikan kondisi objek yang 
diteliti dengan benar. Berangkat dari hal tersebut, teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi 
pustaka, dan internet searching. Kelima metode dipilih agar pengumpulan data 
dapat dilakukan secara maksimal. 
1. Observasi 
Sugiyono (2014:78), iobservasi atau iyang idisebut pengamatan imeliputi 
ikegiatan pemuatan iperhatian iterhadap isesuatu objek idan ilebih banyak 
imenggunakan isalah satu idari ipancaindra iyaitu indra ipenglihatani. Observasi 
iakan ilebih iefektif jika iinformasi yang hendak idiambil iberupa kondisi iatau 
ifakta ialami, itingkah laku idan ihasil ikerja responden idalam isituasi alamii. 
iDalam hal iini ipeneliti imelakukan pengamatan ilangsung ipada lokasi 
ipenelitian idengan tujuan imeninjau ipengalokasian Dana iNoni-Halal ioleh iPT 
iBank BNI iSyariah Kantor iCabang iUtama iKota iMakassar.  
2. Wawancara  
Sugiyono i (i2014i: 231i) iwawancara digunakan isebagai itehnik 
pengumpulan idata iapabila peneliti i ngin imelakukan istudi pendahuluan 
iuntuk imenemukan permasalahan iyang iharus iditeliti dan ijuga iapabila 




Teknik ipengumpulan data i ni imendasarkan diri ipada ilaporan tentang idiri 
isendiri atau iself i– report iatau isetidak-itidaknya ipada ipengetahuan dan 
iatau ikeyakinan pribadii. iMetode iwawancara iyang digunakan iadalah 
i ndepth interview isehingga ipeneliti menggunakan idaftar iwawancara iyang 
itelah dibuati. 
3. Dokumentasi 
Sugiyono i i (2014i) menjelaskan ibahwa ipada teknik iinii, ipeneliti 
dimungkinkan imemperoleh iinformasi dari ibermacami-macam isumber itertulis 
atau idokumen iyang iada pada iresponen atau itempati. iProses 
mendokumentasikan idatai-data ipenelitian imerupakan isebuah ilangkah 
untuk imembacki-iup i nformasi yang itelah ididapatkani. Dokumentasi i ni 
idapat berbentuk ifile ifotoi, videoi, iatau file irekaman iwawancara yang 
idapat idiakses dari iserver iatau idatabase yang idibuat isendiri iatau 
terpublikasi idi isitus-isitus iyang ikredibelii. iSelain itui, icatatan-icatatan ikecil 
isaat wawancara iyang idibuat ioleh ipeneliti ijuga dapat idikategorisasikan 
isebagai bentuk idokumentasii. 
4. Studi Pustaka 
iStudi pustaka imerupakan isebuah proses idi imana peneliti 
imenghimpun i nformasi-i nformasi ipenunjang dari iiberbagai sumber 
ikredibeli. iInformasii-informasi i ni idapat idiperoleh dari ijurnal-ijurnal 
ipenelitian, iliteratur isingkat, ibukui-bukui, iataupun isumber-isumber ilain 





5. Internet Searching  
Merupakan iipenelitian yang idilakukan dengan imengumpulkan 
iberbagai  itambahan referensi iyang ibersumber dari i nternet iguna 
melengkapi ireferensi ipenulis iserta digunakan iuntuk imenemukan fakta 
iatau iteori iberkaitan masalah iyang iditeliti. 
 
E. Instrumen penelitian 
Sugiyono i (i2014) imenjelaskan ibahwa instrumen ipenelitian adalah isuatu 
ialat untuk imemperoleh idata, iyang idiperlukan peneliti isudah imelakukan 
pengumpulan ii nformasi di ilapangani. iPeneliti mencari i nformasi iyang relevan 
idengan ipenelitian idari berbagai isumber iseperti ijurnali-jurnal ipenelitiani, iartikel, 
ibukui, idata dari i nternet, idan isumber ireferensi lainnyai. iInformasi iyang telah 
ididapatkan ikemudian diolah imenjadi idata penelitiani. iAdapun alati-ialat 
ipenelitian yang idigunakan idalam imelakukan penelitian i alah isebagai berikuti: 
1. Manuskrip Wawancara 
2. Smartphone 
3. Laptop 
4. iAlat iTulis 
 
F. Metode Analisis Data 
iTeknik analisis idata merupakan icara menganalisis idata ipenelitian, 
itermasuk ididalamnya ialati-ialat statistik iyang irelevan untuk idigunakan idalam 




Miles idan iHuberman. iMiles idan iHuberman menegaskan ibahwa ipenelitian 
ikualitatif terkumpul idari iberbagai teknik ipengumpulan data iyang iberbedai-bedai, 
iseperti interviewi, iobservasi, ikutipani, dan isari idari dokumeni, icatatan-icatatan 
imelalui tapei; iterlihat ilebih banyak ilatai-kata idaripada iangkai-angkai. iOleh karena 
i tui, data itersebut iharus diproses idan idianalisis isebelum digunakan. 
Proses ianalisis idata yang idilakukan dengan imenggunakan itiga kegiatan 
ianalisisi. Miles idan iHuberman mengemukakan itiga ikegiatan dalam ianalisis datai. 
iPertamai, itahap reduksi idata imenunjuk kepada iproses ipemilihani, pemfokusani, 
ipenyederhanaan, ipemisahan idan pentransformasian idata i “mentahi” iyang terlihat 
idalam icatatan itulisan lapangan iyang iberlangsung iselama kegiatan ipenelitian 
idilaksanakan. iKeduai, data idisplay iyaitu ikegiatan dimana idata iyang iberupa 
kumpulan i nformasi itelah tersusun idalam ibentuk teks inaratif idan ikejadian atau 
iperistiwa i tu terjadi idi imasa ilampau. iKetigai, kesimpulani/iverifikasi imerupakan 
tahap iakhir idalam ianalisis Miles idan iHubermani. Kesimpulan imenuntut 
iverifikasi pleh iorang ilain idalam bidang iyang iditelitii, atau imungkin ijuga 
mengecek idengan idata ilain, inamun iperlu diingat ibahwa iseandainya imenambah 

















Gambar 3.1 Metode Analisis Data 
1. Reduksi Data 
iMereduksi datai, memilahi, memusatkani, idan imenyerdehanakan data 
iyang ibaru idiperoleh idari ipenelitian iyang masih imentah iyang muncul 
idari catatani–icatatan tertulis idi ilapangani. Dalam ireduksi idata idapat 
dilakukan idengan ijalan memfokuskan iperhatian idan pencarian imateri 
ipenelitian dari iberbagai iliteratur iyang digunakan isesuai idengan pokok 
ipermasalah iyang telah idiajukan ipada irumusan masalah idan idata iyang 
relevan iatau isesuai idengan menganalisis isecara icermati, sedangkan iyang 
ikurang relevan iatau ikurang sesuai idisisihkan. 
2. Penyajian Data 
iPenyajian data iperlu idilakukan dalam isebuah ipenelitian sebabi, 
ibisaanya  informasii-i nformasi yang ididapatkan ipeneliti ibersifat inaratifii, 
sehingga idibutuhkan ipenyederhanaan penyederhanaan inamun tanpa 
imengurangi i si idari data iyang ididapatkan. iPenyajian idata idilakukan 
iguna memungkinkan iterjadinya ipenarikan  kesimpulani. iPada ipenelitian 
ini ipeneliti iakan melakukan ipenyajian idata ipenerapan Fintech idengan 
Pengumpulan 
Data 






ipenyajian idisederhanakan atau idengan ipenyajian informasii-i nformasi 
iyang isederhanai, namun itidak imengurangi i si dari i nformasii-informasi 
iyang ididapatkani, maksudnya iadalah itujuan iatau makna iyang iada pada 
i nformasi itersebut itidak hilang iataupun dikurangii. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Pengumpulan idata idan ianalisa yang itelah idilakukan, ipeneliti imencari 
makna idari isetiap gejala iyang idiperolehnya dalam iproses ipenelitian, 
imencatat iketerbatasan yang idihadapi idalam penelitian i nii, dan i mplikasi 
ipositif iyang idiharapkan bisa idiperoleh idari penelitian i nii. iPenentuan 
sampel idipilih isecara purposivei-isamplingi, yaitu idengan imenentukan 
isalah satu ientitas isyariah yang ibergerak idalam ibidang perbankan iyang 
idimana entitas itersebut memiliki idampak ibaik positif imaupun negatif 
terhadap imasyarakat isekitar. iTujuan idari menganalisa idata iadalah untuk 
imengungkapkan idata apa iyang iperlu dicarii, iimetode apa iyang iharus 
idigunakan iuntuk imendapatkan informasi ibarui, iserta kesalahan iapa iyang 
iperlu diperbaikii. iSelain itui, ianalisa idata bertujuan iuntuk 
imendeskripsikan idata sehingga ikarakteristik idata idapat dipahamii. iSerta 







iiAdapun prosedur idari analisis idata iadalah sebagai iberikuti: 
1. iTahap ipengumpulan data imelalui i nstrumen dari ipengumpulan 
idatai. 
2. iTahap editingi, yaitu imemeriksa ikejelasan dan ikelengkapan 
ipengisian i nstrumen   ipengumpulan datai. 
3. iTahap pengkodeani, proses i dentifikasi idan klasifikasi idari itiap 
ipertanyaan iyang terdapat ididalam i nstrumen pengumpulan idatai. 
4. iTahap pengujian idatai, yaitu imenguji ivaliditas idan ireabilitas 
instrumen ipengumpulan idata. 
5. iTahap penyajian idata, idengan imerangkai dan imenjadikan satu 
ikesatuan iagar idapat idirumuskan ikesimpulan dengan imelakukan 
itinjauan iulang kelapangan iuntuk imendapatkan hasil iyang ivalid. 
 
G. Uji Keabsahan Data 
Kualitas idata idan ketepatan imetode iyang digunakan idalam ipenelitian 
isangat pentingi. iHal ini idikarenakan iadanya perbedaan ipendekatan ifilosofis idan 
metodologis iterhadap ipenelitian isosial. iKeabsahan idata penelitian ikualitatif 
idilakukan imelalui empat iujii, iyaitu credibility i (ivaliditas internali), itransferbility i 
(validitas ieksternali), idependability i (ireliabilitasi), dan iconfirmability i 
(objektivitasi). iAdapun ipenelitian ini ihanya imenggunakan idua uji iyang ipaling 
isesuai, iyaitu credibility idan idependabilityi. Alasan idigunakannya iempat uji i ni 




1. Uji Kredibilitas 
iUji kredibilitas idisebut ijuga dengan iuji ivaliditas i nternal pada 
ipenelitian ikuantitatifi, dimana ikredibilitas i ni dapat iidicapai idengan 
ikemampuan peneliti iuntuk iberbaur dengan iresponden idalam waktu ilama 
idengan iterus melakuakn ikonfirmasii-ikonfirmasi (iAfiyantii, i2008i). Data 
iyang ivalid idapat Triangulasi iIni imerupakan iteknik yang imencari ipertemuan 
pada isatu ititik tengah i nformasi idari data iyang iterkumpul iguna pengecekan 
idan ipembanding iterhadap data iyang telah iadai.  
a) iTriangulasi Sumber idata, iyaitu imenguji kredibilitas idata idilakukan 
idengan cara imengecek idata yang itelah idiperoleh melalui ibeberapa 
isumber. iData iyang diperoleh ikemudian idideskripsikan dan 
idikategorisasikan isesuai dengan iapa iyang idiperoleh dari iberbagai 
isumber itersebut. iPeneliti iakan melakukan ipemilahan idata yangsama 
idan idata yang iberbeda iuntuk dianalisis ilebih ilanjut.  
b) Triangulasi imetodei, yaitu imenggali ikebenaran informasi itertentu 
imelalui berbagai imetode idan isumber perolehan idataii. iMisalnyai, selain 
imelalui isumber data iutama iyaitu iannual reporti, ipeneliti bisa 
imenggunakan isumber data ipendukung ilainnya seperti iberitai-iberita 
terkait iaktivitas iPelaporan iKeuangan di iberbagai imediai. Tentu imasingi-
masing icara i tu iakan menghasilkan ibukti iatau idata iyang berbedai, iyang 
selanjutnya iakan imemberikan ipandangan (iinsightsi) yang iberbeda ipula 
imengenai fenomena iyang iditelitii. iBerbagai ipandangan itu iakan 





2. Uji Dependabilitas 
iUji realibilitas ipenelitian kualitatif idikenal dengan iuji idependabilitas. 
iUji i ni merupakan iujian iatau pertimbangan ikeilmiahan isuatu penelitian 
ikualitatifi. Pertanyaan imendasar iberdasarkan isu irealibilitas iadalah terkait 
ikonsistensi hasil itemuan iketika idilakukan oleh ipeneliti iyang iberbeda dan 
idalam ikurun waktu iyang iberbeda pulai, itetapi dilakukan idengan imetode 
idan interview iscript iyang sama i (iAfiyanti, i2008i). iDependabilitas iyang 
itinggi dapat idicapai idengan imelakukan tindakan iterstruktur iyang 
memungkinkan ipeneliti ilain imenemukan hasil iyang isama iterhadap 
penelitian iserupai.  Adapun iuji dependabilitas iyang idigunakan iadalah uji 
ikonsistensii, iyang dapat idiukur idengan melihat iapakah i nterview scripts 
iyang digunakan iipeneliti dapat imenghasilkan jawabani/ihasil yang isesuai 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Menurut Soemitra (2009: 61) iBank Syariah imerupakan ibank iyang 
melaksanakan ikegiatan iusaha berdasarkan iprinsip isyariah. iBerdasarkan iUU iNo. 
i7 iTahun i1992 tentang iperbankani, iprinsip ibank isyariah iadalah aturan iperjanjian 
iberdasarkan hukum iIslam iantara ibank idan ipihak lain iuntuk ipenyimpanan dana 
idani/iatau pembiayaan   ikegiatan iusahai, iatau ikegiatan ilain yang iisesuai dengan 
isyariahi, iyakni iantara ilain ipembiayaan berdasarkan iprinsip ibagi ihasil 
(imudharabahi), ipembiayaan berprinsip ipenyertaan imodal i (musyarakahi), ijual 
ibeli ibarang idengan ikeuntungan (imurabahahi) iatau pembiayaan ibarang imodal 
iberdasarkan prinsip isewa imurni itanpa pilihan i (i jarah), iatau idengan iadanya 
pilihan ipemindahan ikepemilikan iatas barang iyang idisewa idari pihak ibank ioleh 
ipihak ilain (i jaroh iwa i qtina). iBank iyang iberdasar idengan prinsip isyariah i alah 
ibank iyang imengikuti aturan iperjanjian iberdasarkan ihukum Islam iantara ibank 
dengan ipihak ilain iuntuk penyampaian idan iatau ipembiayaan kegiatan iusahai, 
iatau kegiatan ilainnya iyang isesuai dengan isyariah i (UU No. 7/1992). Bank BNI 
Syariah selalu memperhatikan shariah compliance dalam aktivitas 
operasionalnya. Seluruh produk yang disajikan oleh Bank BNI Syariah telah lulus 
uji dari Dewan iPengawas iSyariah (iDPS) iyang isaat i ni diketuai ioleh iDr. 
iHasanuddini, Mi. Ag. ibersama anggotanya iyang ibernama Azharuddin iLatifi, M. 






1. Sejarah Berdirinya BNI Syariah 
iBNI berdiri isejak tahun i1946 iyang merupakan ibank ipertama yang 
ididirikan ioleh pemerintah iIndonesiai. Akan itetapii, ipermintaan akan 
iperbankan yang isesuai idengan iprinsip syariah i slam imulai bermunculani. 
iSejak iberlakunya UU iNo. i10 iTahun i1998 yang imemungkinkan ibank-ibank 
iumum iuntuk membuka ilayanan isyariah, imaka iBNI membuka ilayanan 
iperbankan yang isesuai idengan prinsip isyariah idengan ikonsep Dual iBanking 
Systemi, iyakni menyediakan ilayanan perbankan iumum idan isyariah sekaligusi. 
iDiawali dengan ipembentukan itim ibank syariah ipada itahun i1999, iBank 
iIndonesia lalu iimengeluarkan izin iprinsip idan usaha iuntuk iberoperasinya unit 
iusaha isyariah iBNI. iSetelah i tui, BNI isyariah imenerapkan istrategi 
pengembangan ijaringan icabang isyariah. iTepatnya ipada itanggal 29 iapril 
i2000 BNI isyariah imembuka 5 i (ilimai) kantor icabang isyariah isekaligus di 
ikotai-ikota potensiali, iyakni Yogyakartai, iMalangi, Pekalongani, iJeparai, idan 
Banjarmasini. iTahun 2001 iBNI isyariah kembali imembuka i5 i (limai) ikantor 
cabang isyariahi, iyang difokuskan idi ikota-ikota ibesar idi Indonesiai, iyaitu 
iJakarta dua icabangi, Bandungi, iMakassar dan iPadangi. iTahun 2002 iBNI 
isyariah imembuka dua ikantor icabang syariah ibaru idi Medan idan Palembangi. 
iDi awal itahun 2003 iBNI isyariah melakukan irelokasi ikantor cabang isyariah 
idari Jepara ike iSemarang. iSedangkan iuntuk imelayani imasyarakat kota 
iJeparai, iBNI syariah imembuka ikantor cabang ipembantu isyariah iJepara. iPada 
ibulan Agustus idan September i2004i, BNI isyariah imembuka layanan iBNI 





iIndonesia imelalui Surat iKeputusan iNo. i12i/i41/iKEP. iGBI/i2010 imemberikan 
izin iusaha ikepada iUUS (iBNI iSyariahi) dan iBNI iSyariah resmi iberoperasi 
isebagai iBank Umum iSyariah i (BUS). 
2. Identitas Perusahaan 
iNama i : PT iBank iNegara iIndonesia Kantor iCabang iSyariah 
iWebsite : http://bnisyariah.co.id 
Jenis iUsahai : iBank iSyariah 
Statusi  : Badan iUsaha iMilik Negara i (iBUMN) 
iKantor  : iCabang Utama iKota iMakassar 
iiAlamat i : iJl. iDr. iRatulangi iNo. i140i, Keci. iMamajangi, Kota i 
iMakassari, 90122i. 
iTelepon : (i0411) i1500046i 
iJumlah Kantor : 1 Kantor iCabang iUtama dan i5 iKantor Cabang iPembantu 
3. Visi, Misi, dan Motto Layanan 
• Visi 
iVisi BNI iSyariah iadalah “iMenjadi ibank syariah ipilihan imasyarakat 
iyang unggul idalam ilayanan dan ikinerjai”. 
• Misii 
✓ iMemberikan kontribusi ipositif ikepada imasyarakat idan ipeduli 
pada ikelestarian ilingkungani. 
✓ iMemberikan solusi ibagi imasyarakat iuntuk ikebutuhan ijasa 
iperbankan isyariah. 





✓ iMenciptakan wahana iterbaik isebagai tempat ikebanggaan iuntuk 
iberkarya dan iberprestasi ibagi pegawai isebagai iperwujudan 
i badahi. 
✓ iMenjadi acuan itata kelola iperusahaan iyang iamanah. 
4. Nilai-Nilai Perusahaan 
iSenantiasa berupaya idan mengimplementasikan iperaturan iperundang 
iundangaan yang iberlaku iterkait idengan Good iCorporate iGovernance (iGCGi) 
pada ibank iSyariahi, iself assessment iterhadap ipenerapan iGCG tahun i2010 
isesuai Peraturan iBank iIndonesia iN0. iPBI Noi. i11i/i33/iPBIi/2009 iTentang 
ipelaksanaan iGood Governance ibagi iBank iumum Syariah idan iUnit Syariahi. 
iBank iBNI Syariah idalam iimelakukan kegiatan iusaha iberkomitmen untuk 
imenerapkan iGood iCorporate Governance idengan imenerapkan 2 iprinsip 
iyaitu: 
a. Prinsip ispiritual iberlandaskan pada iisifat inabi (ishidiki, ifatonah, 
iamanahi, dan itablighi). 
b. iPrinsip dasar itata ikelola perusahaan iyang ibaik iyaitu keterbukaan i 
(itransparencyi), iakuntabilitas (iaccountabilityi), ipertanggungjawaban 
(iresponbilityi), iprofessional (iprofessionali) dan ikewajaran i (fairnessi). 
iTahap kedua iprinsip itersebut idiharapkan mampu imemperkuat iposisi 
idaya isaing Bank iBNI iSyariah, imemaksimalkan inilai iperusahaan, 
imengelola isumber idaya dan iakan imencapai bisnis iyang 
iberkesinambungan iserta imemperkokoh ikepercayaan pemegang 





iSesuai iketentuan iBank Indonesia iiNo. iPNI iNo. i11/33i/PBI/2009 tentang 
pelaksaan iGood iGovernance ipada Bank iUmum iSyariah tentang ipelaksanaan 
iGood Corporate iGovernance ibagi ibank umum isyariah idan iunit syariahi. 
iSalah isatu yang idilakukan ioleh Bank iBNI iSyariah iadalah “iTransparansi 
iKondisi Keuangan idan iNon iKeuangan”. 
5. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 
 






Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah Cabang 
a. Pemimpin iCabang, imemiliki tugas isebagai iberikut: 
• Memimpin isegala ikegiatan cabang isyariahi. 
• iMenyusun arahan ikerja ibagi aparat icabang ibank Syariahi. 
• iMenentukan kebijakan iumum BNI iSyariah isesuai dengan itujuan 
ibank. 
• Mengendalikan idan imengawasi proses iiharian idan manajemen 
ibank. 
b. Unit iKontrol iIntern, imempunyai itugas sebagai iberikuti: 
• iMembantu pimpinan icabang imengendalikan dan imengawasi 
iproses kegiatan iharian idan imanajemen banki. 
• Mendistribusikan isurat imasuk yang iberkaitan idengan ketentuan 






c. iBidang Operasional iBagian Unit iPelayanan iNasabahi: 
• Unit ipelayanani, mempunyai itugas isebagai iberikut: 
✓ Melayani i nformasi imengenai produk ijasa idalam negeri idan 
iluar inegeri. 
✓ iMelayani semua ijenis itransaksi kasi/itunai idan ipemindahan. i 
✓ Mengelola ikas besari. 
✓ Melayani ikegiatan ieksternal payment ipointi, ikontrol kasi, ikas 
imobil iidan CAPEM i (icabang ipembantu). i 
✓ Mengelola transaksi igiroi, itabungan, idepositoi, idan laini-lain. 
✓ iMelayani nasabah i nti idan ikustodian i (nasabah iyang 
imenggunakan ijasa-ijasa ibank iyang hanya ipada iwaktu 
itransaksi saja iatau ipada iwaktu ijatuh tempo isesuai 
ikesepakatani) idengan artian ihanya isatu kali itransaksi isaja 
iselebihnya habis isesuai idengan kontrak iatau ikesepakatan yang 
iadai. 
• Unit pemasaran,mempunyai tugas sebagai berikut: 
✓ Memasarkan iprodak idan ijasa perbankan ikepada inasabah iatau 
calon inasabahi. 
✓ Memperbanyak ipenjualan isilang (icross sellingi) ikepada 
inasabahi/calon inasabah. 
✓ iMengelola permohonan ipembiayaan iatau krediti. 






• Unit ioperasioanli, mempunyai itugas isebagai iberikut: 
✓ Mengelola iadministrasi ikredit ipembiayaan. 
✓ iMengelola administrasi ikeuangani. 
✓ iMengelola administrasi idalam idan luar inegeri. 
✓ iMengelola idaftar hitam inasabah. 
✓ iMengelola komunikasi icabangi. 
✓ iMengelola masalah ikepegawaiani. 
✓ Menyelenggarakan iadministrasi iumum. 
6. Produk-produk BNI Syariah 
a. Produk Dana 
• Tabungan i B iHasanah, iadalah tabungan iyang dikelola 
iberdasarkan prinsip imudharabah imutlaqah atau isimpanan 
iberdasarkan akad iWadiahi. Dengan iprinsip i ni itabungan akan 
idiinvestasikan isecara produktif idalam i nvestasi yang ihalal isesuai 
dengan iprinsip isyariahi. Keuntungan idari i nvestasi akan 
idibagihasilkan iantara nasabah idan ibank sesuai inisbah iyang 
idisepakati idiawal ipembukuan irekeningi.  
• iTabungan iB iTapenas Hasanahi, iadalah investasi idana 
perencanaan imasa idepan iyang dikelola isecara isyariah dengan 
iakad imudharabah mutlaqah iidengan sistem isetoran ibulanan, 
ibermanfaat iuntuk imembantu menyiapkan irencana imasa depan 
iseperti irencana iliburani, ibadah iumrahi, ipendidikan, iataupun 





• Tabungan i B iPrima Hasanahi, iadalah investasi idana idalam mata 
iuang irupiah yang idikelola iberdasarkan iprinsip syariah idengan 
iakad imudharabah mutlaqah iidan bagi ihasil iyang lebih ikompetitifi. 
• Tabungan i B iTunas Hasanahi, iadalah investasi idana idalam imata 
uang irupiah iberdasarkan akad iwadiah iyang idiperuntukkan ianaki-
anak idan ipelajar iyang berusia idibawah i17 itahun. 
• Tabungan i B iBisnis iHasanah, iadalah i nvestasi idana dalam imata 
iuang irupiah yang idikelola iberdasarkan iiprinsip syariah idengan 
iakad imudharabah mutlaqah idan idilengkapi idengan idetail mutasi 
idebet idan ikredit pada itabungan. 
• Tapenas iGriya iHasanah, iadalah iperencanaan memiliki irumah 
ilebih awal idan imendapatkan kemudahan iuntuk memperoleh 
ipembiayaan ikepemilikan irumah dengan iproses ipersetujuan yang 
irelative icepat dan iimudah. 
• Tabungan iB iTHI iHasanah, i nvestasi idana iuntuk perencanaan ihaji 
iyang idikelola secara isyariah dengan iakad imudharabah imutlaqah 
dengan isistem isetoran bebas iatau ibulanani, ibermanfaat sebagai 
isarana ipembayaran iBiaya Penyelenggaraan iIbadah iHaji i (BPIHi) i 
• iB iGadai Emas iatau ijuga idisebut Rahni, imerupakan pembiayaan 
idengan ijaminan iberupa iemas (ilantakan iatau perhiasani) iyang 
secara ifisik idikuasai ioleh Banki. iProses iipembiayaan icepat dan 
isangat imembantu ibagi mereka iyang imembutuhkan idana jangka 





b. Produk Pembiayaan Produktif 
• Tunas iUsaha i B Hasanahi, iadalah fasilitas ipembiayaan produktif 
iberdasarkan iakad mudharabah iyang idiberikan untuk iusaha 
iproduktif yang ifeasible inamun belun ibankable iguna memenuhi 
ikebutuhan imodal iusaha atau i nvestasi iusaha. 
• iWirausaha iB iHasanah, iadalah ifasilitas ipembiayaan produktif 
iberlandaskan iakad mudharabahi, imusyarakah yang idiberikan 
iuntuk ipertumbuhan usaha iproduktif iyang ifeasible guna imemenuhi 
ikebutuhan imodal usaha iatau i nvestasi iusaha. 
• iUsaha Kecil i B Hasanahi, iadalah ifasilitas pembiayaan iproduktif 
iberdasarkan akad imudharabahi, imusyarakah yang idiberikan iuntuk 
pengembangan iusaha iproduktif yang ifeasible iguna imemenuhi 
ikebutuhan modal iusaha iatau investasi iusaha. 
• iGriya iB iHasanah, iadalah ipembiayaan ipemilikan rumahi, iruko, 
ikavling isiap banguni, idan renovasi irumah serta ipembelian irumah. 
iGriya i B Hasanah imenggunakan akad imurabahah iyaitu akad 
ipembiayaan isuatu ibarang dengan imenegaskan iharga belinya 
ikepada ipemebeli idan pembeli imembayarnya idengan harga iyang 
ilebih isebagai ikeuntungan yang idisepakati. 
• Oto i B iHasanah, iadalah ipembiayaan untuk iipembelian kendaraan 
idengan iproses iyang mudah idan icepat berdasarkan iisyariahi. Uang 






• i B Hasanah iCard, iadalah ikartu pembiayaan iyang iberfungsi seperti 
ikartu ikredit berdasarkan iprinsip isyariah yaitu idengan isistem 
perhitungan ibiaya ibersifat fixi, iadili, itransparan, idan ikompetitif 
itanpa perhitungan ibungai. iB iHasanah iCard itidak hanya 
idigunakan iuntuk ikegiatan konsumtif inamun idapat dimanfaatkan 
iuntuk ikebutuhan i badah umrohi, ipendidikani, dan ikegiatan iiusaha. 
• Pembiayaan iEmas i B Hasanahi, adalah ifasilitas ipembiayaan 
konsumtif iyang idiberikan untuk imembeli iemas logam imulia 
idalam bentuk ibatangan iyang idiangsur secara irutin itiap bulannyai. 
• Flexi i B iHasanahi, adalah ifasilitas ipembiayaan konsumtif ibagi 
ipegawai/ikaryawani/perusahaani/ilembaga/i nstansi iuntuk 
ipenggunaan jasa iantara ilain idengan pengurusan ibiaya ipendidikan, 
iperjalanan i badah iumrah, itravellingi, ipernikahani, dan ilaini-lain. 
• CFC i B iHasanah adalahi, iprinsip murabahah iatau ijarah iuntuk 
ikaryawan isuatu perusahaani. 
• Multiguna iB iHasanahi, iadalah ifasilitas ipembiayaan konsumtif 
ibagi ipegawaii/karyawani/iperusahaan/ilembagai/i nstansi/iprofesional 







B. Hasil Uji Keabsahan Data 
1. Uji Kredibilitas 
Setelah melakukan penelitian dan menganalisa berbagai idata idan 
informasi iyang ditemukan idi ilapangan, iimaka ipeneliti dengan isubjektifitas 
profesionalisme menganggap bahwa penelitian ini lulus uji kredibilitas dengan 
metode triangulasi sumber data. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan komparasi 
jawaban yang diberikan oleh pihak informan tidak ditemukan adanya 
perbedaan atau dapat dikatakan bahwa seluruh informan saling sejalan dan 
tidak bertentangan atau memiliki masalah satu sama lain. Metode triangulasi 
tidak digunakan dalam penelitian ini sebab uji triangulasi sumber data telah 
terpenuhi. 
2. Uji Dependabilitas 
Pada penelitian kualitatif, pertanyaan/manuskrip yang diajukan oleh 
peneliti diharapkan mampu memberikan jawaban sesuai dengan apa yang 
menjadi tujuan pertanyaan tersebut. Uji ini disebut dengan uji konsistesi, yaitu 
uji relevansi antara pertanyaan yang dilontarkan peneliti dengan jawaban yang 
diberikan oleh informan. Terkait hal tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa 
hasil penelitian ini telah memenuhi uji konsistensi tersebut, dimana peneliti 
mampu memahamkan informannya untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan 







C.  Hasil dan Pembahasan  
1. Eksistensi Dana Non-Halal pada iBank iBNI Syariah iKantor Cabang 
iUtama iKota Makassari 
iDana iNon-iHalal iadalah isalah satu isumber idana kebajikan iyang iberasal 
dari itransaksi ibank syariah idengan ipihak lain iyang itidak berdasarkan pada 
skema syariah. Pernyataan tersebut isejalan dengan iapa iyang disampaikan 
ioleh iIbu Husdayanti iselaku iBranch Manager BNI Syariah Makassar 
Cabang; 
“Dana Non-Halal sepengetahuan saya adalah untuk 
menampung pendapatan bank yang terlanjur diperoleh atas 
suatu transaksi namun ternyata dalam proses memperoleh 
pendapatan/tranaksi/akad tersebut terdapat shariah compliance 
yang tidak terpenuhi, sehingga akad yang terjadi tidak 
sempurna, dan dikhawatirkan jatuh sebagai riba, sehingga 
pendapatan yang diperoleh dari akad tersebut dimasukkan 
dalam pendaptan non halal. Sedangkan untuk kasusnya sendiri 
umumnya akan dievaluasi yang nantinya akan dilakukan 
perbaikan, baik dengan dilakukan penghentian akad,  
perbaikan, perubahan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan 
syar'inya, sehingga pendapatan selanjutnya sudah memenuhi 
ketentuan syariah dan menjadi pendapatan halal.” 
(Husdayanti, Branch Manager BNI Syariah Makassar 
Cabang) 
 
Pendapat ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Ibu Febriyani 
selaku Back Office Head BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar; 
“Dana Non-Halal adalah segala pendapatan Bank Syariah yang 
bersumber dari kegiatan yang tidak halal (tidak sesuai dengan 
syariat Islam). Dana Non-Halal pada bank syariah bukan berarti 
uang tersebut tidak halal, namun dana yang sebenarnya tidak 
boleh dipergunakan oleh bank dan tidak boleh diakui sebagai 
pendapatan bank. Contohnya: pendapatan berupa denda saat 
nasabah terlambat mengembalikan pinjaman dan fee yang 





Back Office Head BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota 
Makassar) 
 
Demi keperluan ilalu ilintas keuangani, ibank isyariah dalam ihal itertentu 
harus imemiliki irekening di ibank ikonvensional, ibaik iyang iada di idalam 
iataupun di iluar negerii. iAdanya bunga ibank idari bank imitra imerupakan 
suatu ihal iyang tidak idapat idihindarii. Bunga iyang iditerima itersebut tidak 
iboleh imenambah pendapatan ibank isyariahi, tetapi idimasukkan isebagai dana 
ikebajikani. iDana iNon-Halal ini sendiri berasal dari berbagai sumber 
sebagaimana disampaikan oleh Ibu Febriyani selaku Back Office Head BNI 
Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar; 
“Umumnya pada bank syariah dana tersebut berasal dari denda 
yang dikenakan atas keterlambatan nasabah membayar angsuran, 
untuk memberi efek jera terhadap nasabah agar tidak lagi 
menunda kewajibannya. Namun, di BNI Syariah, tidak ada system 
denda. Adapun Dana Non-Halal yang dimaksud, yang mungkin 
masuk ke kami umumnya berupa fee dan maintenance dari 
rekanan-rekanan sebagai bentuk terima kasih dan untuk menjaga 
hubungan baik rekanan tersebut dengan bank.” (Febriyani 
Nuryamin, Back Office Head BNI Syariah Kantor Cabang 
Utama Kota Makassar) 
 
Namun, kenyataannya Dana Non-Halal ini dipertanyakan oleh banyak 
kalangan terkait dengan kehalalannya. Pendapat ini sejalan dengan yang 
disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah, M.Ag; 
“Sebab halal dan haram ada 2 yaitu halal/haram billugah dan 
halal/haran bilhaqiqah. Haram billugah artinya tidak 
boleh/jangan. Sedangkan haram bilhaqiqah yaitu memang 
konsekuensinya secara vertikal di sisi Allah sudah jelas dianggap 
dosa dan tidak dapat diganggu gugat, akan tetapi secara sosial 






Pada dasarnya halal dan haram ada dua yaitu halal billugah dan halal 
bilhaqiqah, begitupun dengan haram ada haram billugah dan haram 
bilhaqiqah. Haram billugah (secara bahasa) yaitu segala sesuatu yang sudah 
secara jelas disebutkan dalam Al-qur’an dan Hadist sebagai sesuatu yang 
sangat dilarang oleh Allah SWT. Sedangkan haram bilhaqiqah (secara 
hakikat) yaitu segala sesuatu yang memang pada dasarnya dinilai sebagai 
sesuatu yang dilarang oleh Allah akan tetapi pada kasusnya terdapat sebagian 
orang yang terdzolimi atau dirugikan.  
Secara umum, masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan 
mulianya niat dan tujuannya. Sebaik apapun rencananya, namun jika tidak 
dibenarkan oleh syariah maka tetap haram dan tidak boleh dijadikan sebagai 
alat untuk mencapai tujuan baik tersebut. Islam mengajarkan untuk mencapai 
sesuatu yang suci dengan caranya yang juga harus suci, sebab syariat Islam 
tidak membenarkan prinsip al ghayah tubirrul wasilah (tujuan yang 
menghalalkan segala cara) atau suatu prinsip al wushulu ilal haq bil khaudi 
fil katsiri minal batil (untuk memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan 
dengan bergelimang dalam kebatilan). Oleh karena itu, barang siapa yang 
mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan 
sebagainya yang hukumnya haram, guna mendirikan masjid atau untuk 
sesuatu yang baik, maka tujuan baiknya tersebut tidak akan menjadi syafa’at 






Tabel 4.1 Eksistensi Dana Non-Halal pada PT Bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Utama Kota Makassar 
 Sumber Dana Non-Halal 
 
Dana Non-Halal 
1. Fee dari nasabah sebagai bentuk terima kasih 
kepada pihak bank. 
2. Dana maintenance yang berasal dari rekanan atau 
mitra PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Utama Kota Makassar 
 
2. Alokasi Dana Non-Halal pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Utama Kota Makassar 
Menariknya, terdapat pendapatan non-halal yang tidak diakui sebagai 
pendapatan oleh bank syariah akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan. 
Lantas mengapa harus ada dana no halal? Ibu Husdayanti selaku Branch 
Manager BNI Syariah Makassar Cabang kemudian menjelaskannya sebagai 
berikut: 
“Dana Non-Halal ada untuk memisahkan dana mana yang benar-
benar halal sebagai pendapatan bank, juga pendapatan yang akan 
dibagi-hasilkan kepada nasabah sahibul maal yang menyimpan 
dana di bank. Sehingga pendapatan yang diperoleh benar-benar 
hanya pendapatan halal sesuai syariah Islam”. (Husdayanti, 
Branch Manager BNI Syariah Makassar Cabang) 
 
Merujuk pada penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Dana Non-
Halal dipisah dari pendapatan bank tetapi tetap dialokasikan sebagai dana 
kebajikan. Dana tersebut dialokasikan untuk kebajikan, sama seperti 
namanya. Penyaluran dana tersebut dapat meliputi: pembangunan atau 





kesehatan, pembagian buku dan komputer untuk sekolah, dan lain 
sebagainya.  
Penggunaan dana tersebut digunakan seperti namanya yaitu digunakan 
untuk kebajikan. Jenis kegiatan penyaluran dana kebajikan dapat meliputi: 
pembangunan/ renovasi sarana dan prasarana umum meliputi sekolah-
sekolah, bantuan korban bencana alam, bantuan kesehatan, pembagian buku-
buku dan komputer untuk sekolah-sekolah dan lain-lain.  
Pada umumnya bank tidak secara langsung menyalurkan dana tersebut 
melainkan didistribusikan kepada lembaga khusus yang dibentuk oleh bank 
itu sendiri, misalnya pada Bank BNI Syariah yang bekerja sama dengan 
LAZNAS salah satunya adalah Dompet Dhuafa. Berbagai sinergi program 
penyaluran dana kebajikan telah dilangsungkan oleh Bank BNI Syariah 
melalui Dompet Dhuafa sejak tahun 2015. Visi Dompet Dhuafa dan BNI 
Syariah memiliki kesamaan, yaitu menjaga Agama (hifdz ad-diin), menjaga 
jiwa (hifdz an-nafs), menjaga akal (hifdz al-aql), menjaga keturunan (hifdz 
an-nasab), dan menjaga harta (hifdz al-maal). Dalam hal mencapai tujuan, 
Dompet Dhuafa dan Bank BNI Syariah telah sesuai dengan maqoshid 
syariah. Selain itu, Bank BNI Syariah juga memiliki konsentrasi yang sama 
dengan Dompet Dhuafa yaitu pengentasan kemiskinan. Hal yang dilakukan 
oleh BNI Syariah ini juga disetujui oleh Ustadz Dr. Abdullah, M.Ag; 
“Boleh saja untuk kepentingan umum. Artinya lebih baik 
menguntungkan 150 orang dibandingkan hanya merugikan 
beberapa orang. Boleh saja. Semua tergantung niat. karna Islam 
adalah agama keseimbangan. Sebab tidak semuanya niat yang baik 
menghasilkan yang baik. Memang benar bahwa yang namanya 





tertentu, haram bisa menjadi halal. Contohnya jika seorang 
koruptor membangun masjid, maka yang akan mendapatkan 
pahalanya adalah yang memiliki uang tersebut, bukanlah si 
“koruptor” tadi.” (Dr. Abdullah, M. Ag.) 
 
Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 195 yang berisi 
perintah untuk membelanjakan harta dalam kebajikan, yaitu: 
❑→◆     
  ◆  ❑→➔ 
  ◼ 
⬧➔☺   
❑◆       
⧫ ⧫✓⬧☺   
Terjemahannya: 
“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 
berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berbuat baik.” 
Ayat tersebut sesuai dengan tafsiran kitab Al-Misbah karya Quraish Shihab 
yang menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan agar kita menafkahkan 
harta kita di jalan Allah SWT. karena jika tidak demikian maka sama saja 
bahwa kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Betapa tidak, karena 
harta yang tidak dinafkahkan di jalan Allah, bukan saja akan habis oleh 
pemiliknya tetapi juga akan membinasakan pemiliknya di hari Kemudian. 
Hal ini diperkuat oleh penjelasan terkait bagaimana model perlakuan 
akuntansi Dana Non-Halal yag disampaikan Ibu Husdayanti selaku Branch 






“Rekening pendapatan non halal adalah penampungan secara 
akuntansi untuk menampung apabila terjadi kondisi dimana suatu 
transaksi yang ternyata dalam proses tranaksi/akad tersebut 
terdapat shariah comploance yang tidak terpenuhi, sehingga akad 
yang terjadi tidak sempurna, dan dikhawatirkan jatuh sebagai riba. 
Hal seperti itu bukan merupakan suatu sumber pendapatan yang 
diharapkan oleh bank. Bank akan berusaha dengan sungguh-
sungguh agar tidak terjadi transaksi-transaksi yang menimbulkan 
pendapatan non halal, melalui tindakan preventif maupun korektif. 
Seperti pelatihan kepada petugas agar memiliki pemahaman 
tentang akad syariah dengan baik, membuat produk-produk 
perbankan yang sesuai dengan shariah compliance, serta 
pemeriksaan rutin oleh audit internal dalam pelaksanaan shariah 
compliance. Rekening Dana Non-Halal ada ibaratnya merupakan 
kotak P3K yang harus ada, namun tidak diharapkan untuk 
dipergunakan karena kita tidak menginginkan terjadi kecelakaan. 
Selain itu, saldo rekening non-halal harus selalu nihil, yang 
artinya bank telah menjalankan shariah compliance sesuai 
ketentuan, dan hasil usaha/pendapatannya benar-benar halal 
sesuai syar’i.” (Husdayanti, Branch Manager BNI Syariah 
Makassar Cabang) 
 
Untuk mekanismenya sendiri, dijelaskan oleh Ibu Febriyani selaku Back 
Office Head BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar; 
“Adapun mekanisme pengalokasiannya, juga merujuk pada fatwa 
MUI, dimana dana-dana yang dikategorikan non halal yang masuk 
ke Bank harus digunakan untuk kemaslahatan umat, dijadikan 
sebagai dana sosial dan digunakan untuk kepentingan umum yang 
sesuai syariat islam. Contohnya, untuk bantuan pembangunan 
masjid, bantuan kepada korban bencana alam, dan lain-lain.” 
(Febriyani Nuryamin, Back Office Head BNI Syariah Kantor 
Cabang Utama Kota Makassar) 
 
Dana Non-Halal yang diterima oleh bank yang mana dana tersebut 
sebenarnya tidak diinginkan oleh bank haruslah dialokasikan ke sektor-
sektor kebajikan sesuai dengan fatwa MUI. Hal ini ditujukan demi 





mencintai orang-orang yang berbuat baik, oleh karena itu janganlah takut 
untuk menebar kebaikan sebab segala sesuatu yang kita lakukan akan 
kembali kepada diri kita sendiri, entah itu kebaikan atau kejahatan sekalipun. 
Segala kebaikan ataupun kejahatan seseorang, maka pahala, konsekuensi dan 
dampaknya akan ditanggung oleh diri sendiri. Hal tersebut sesuai dengan apa 
yang dijelaskan dalam QS. Al-Isra (17): 7, yaitu: 
     
→    ◆  ➔ 
◼⬧    
Terjemahannya: 
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 
sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi 
dirimu sendiri.” 
Ayat tersebut sesuai dengan tafsiran kitab Al-Misbah karya Quraish Shihab 
menjelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa barang 
siapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, 
sedangkan seseorang yang berbuat jahat maka dosanya akan ditanggung oleh 
dirinya sendiri juga. Akan tetapi, sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk 
selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Hal tersebut sesuai dengan sabda 
Rasulullah SAW. Yang berbunyi:  
 َخْيرُِ الناِسِ أَنفَعُُهم ِللنَّاِسِ
Terjemahannya: 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang 











Alokasi Dana Non-Halal 
Bidang Pendidikan Rp   324.800.000,- 
Bidang Kesehatan Rp   507.600.000,- 
Bidang Sosial Rp 3.300.000.000,- 
Bidang Ekonomi Rp     57.500.000,- 
Bidang Dakwah Rp   953.100.000,- 
 
3. Dana Non-Halal dalam perspektif Shariah Enterprise Theory 
Menurut Accounting, Auditing, Governance Standard for Islamic 
Financial Institution (AAOIFI) terdapat 19 item disclosure yang harus 
dilaporkan oleh bank syariah dalam laporan keuangannya, diantaranya yang 
paling penting adalah guna mengetahui shariah compliance dengan 
mengungkapkan dan menyajikan pendapatan atau pengeluaran yang telah 
maupun yang tidak sesuai dengan syariah pada semua transaksi dan peristiwa 
pada bank syariah dan memberikan penjelasan. Dana Non-Halal dilaporkan 
terpisah dengan dana operasional perbankan syariah, karena sumber dan 
penggunaan Dana Non-Halal memang dikhususkan dan ada tersendiri. Dana 
Non-Halal bersumber dari dana-dana yang dikhususkan, maka 
penggunaannya dikhususkan pula. Dapat disimpulakan bahwa sumber dan 
penggunaan Dana Non-Halal dipisah dengan dana operasional lembaga 
keuangan syariah, karena sumber Dana Non-Halal berasal dari dana yang 
dikhususkan, yaitu dana yang hanya bersumber dari pendapatan non halal 
seperti bunga dan jasa nistro di bank asing. Begitu pula dengan penggunaan 
Dana Non-Halal yang diperlakukan secara khusus, yaitu untuk kegiatan 





pemiliknya namun tetap halal bagi penerimanya. Hal ini sebagaimana 
dijelaskan oleh Ustadz Dr. Abdullah, M.Ag; 
“Boleh saja. Semua tergantung niat. karna Islam adalah agama 
keseimbangan. Sebab tidak semuanya niat yang baik menghasilkan 
yang baik. Memang benar bahwa yang namanya haram mau 
diapakan tetap akan jadi haram. Tapi dalam kondisi tertentu, 
haram bisa menjadi halal. Contohnya seorang koruptor 
membangun masjid maka yang akan mendapatkan pahalanya 
adalah yang memiliki uang tersebut, bukanlah si “koruptor” tadi. 
Sebab halal dan haram ada 2 yaitu halal/haram billugah dan 
halal/haram bilhaqiqah. Haram billugah artinya tidak 
boleh/jangan. Sedangkan haram bilhaqiqah yaitu memang 
konsekuensinya secara vertikal di sisi Allah sudah jelas dianggap 
dosa dan tidak dapat diganggu gugat, akan tetapi secara sosial 
ada orang yang merasa terdzolimi.” (Dr. Abdullah, M. Ag.) 
 
Hukum halal dan haramnya sesuatu memanglah tidak dapat dirubah, sebab 
hal tersebut sudah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur’an dan Hadist. 
Akan tetapi, pada kondisi tertentu sesuatu yang haram dapat berubah menjadi 
halal dan begitupun sebaliknya. Adapun cara menghalalkan sesuatu yang 
haram dalam hal ini adalah “uang” yaitu dengan cara disalurkan dan 
dialokasikan pada sektor-sektor kebajikan yang dapat dinikmati oleh orang 
banyak, seperti panti jompo, panti asuhan, masjid, dan lain-lain. Hal tersebut 
dengan kata lain dapat diistilahkan dengan kalimat “mengembalikan uang 
umat kepada umat”.  
Pada praktiknya, dana denda telat bayar untuk kategori ta'zir atau sanksi 
bagi nasabah zhalim tidak akan pernah diakui sebagai pendapatan oleh 
Lembaga Keuangan Syariah termasuk Bank Syariah. Dana ini merupakan 
sanksi atau penalti yang dikenakan bagi nasabah mampu, namun terfakta 





17 tahun 2000 bahwa denda hanya dikenakan bagi nasabah mampu yang 
menunda-nuda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad 
baik untuk membayar hutangnya. DSN MUI mengatur agar sifat riba pada 
denda telat bayar semakin hilang, maka Dana Non-Halal ini oleh Fatwa DSN 
MUI No. 17 diatur tidak diakui sebagai pendapatan Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS), namun untuk alokasi dana sosial dan kebajikan. Dana Non-
Halal otomatis bukan lagi Dana Non-Halal ketika tidak diakui sebagai 
pendapatan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dana tersebut 
menjadi halal bagi mustahiq. Mustahiq Dana Non-Halal ini bisaanya adalah 
mustahiq (pihak yang berhak) atas dana sosial dan kebajikan. Contoh 
alokasinya adalah untuk sumbangan sosial, untuk pembuatan infrastruktur 
umum, kepentingan pendidikan, kepentingan orang tidak mampu, 
sumbangan atas bencana alam dan/atau sejenisnya. Hal ini relevan dengan 
apa yang disampaikan oleh Ibu Husdayanti selaku Branch Manager BNI 
Syariah Makassar Cabang; 
“Bank akan berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi 
transaksi-transaksi yang menimbulkan pendapatan non halal, 
melalui tindakan preventif maupun korektif. Seperti pelatihan 
kepada petugas agar memiliki pemahaman tentang akad syariah 
dengan baik, membuat produk-produk perbankan yang sesuai 
dengan shariah compliance, serta pemeriksaan rutin oleh audit 
internal dalam pelaksanaan shariah compliance. 
Rekening Dana Non-Halal ada ibaratnya merupakan kotak P3K 
yang harus ada, namun tidak diharapkan untuk dipergunakan 
karena kita tidak menginginkan terjadi kecelakaan.  
Saldo rekening non halal pun harus selalu nihil, yang artinya bank 
telah menjalankan shariah compliance sesuai ketentuan, dan hasil 
usaha/pendapatannya benar-benar halal sesuai syari.” 






Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh keterangan Ibu Febriyani selaku 
Back Office Head BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar; 
“Seperti penjelasan Bapak Ma’ruf Amin sewaktu masih menjabat 
sebagai ketua MUI, "Sebenarnya bukan Dana Non-Halal, tapi 
dana yang tak boleh digunakan oleh bank, jadi itu masuk dana 
sosial, oleh karena itu dana itu harus digunakan untuk kepentingan 
sosial". 
Dalam hal ini masyarakat sebaiknya menelaah dahulu sumber 
dana yang dimaksud dengan Dana Non-Halal itu sebenarnya 
seperti apa dan bagaimana, sebelum menyatakan dana tersebut 
tidak layak untuk dialokasikan. Intinya, kami selalu mengikuti 
fatwa MUI dan syariat Islam. Selama dana tersebut digunakan 
untuk kemaslahatan umat, maka sudah sesuai dengan fatwa MUI.” 
(Febriyani Nuryamin, Back Office Head BNI Syariah Kantor 
Cabang Utama Kota Makassar) 
 
Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa denda telat bayar yang diberikan 
oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak termasuk dalam kategori riba. 
Denda telat bayar ini hanya termasuk dalam kategori sanksi bagi orang-orang 
yang zhalim, yaitu orang-orang yang dengan sengaja tidak membayar 
kewajibannya. Selain itu, guna menghapus adanya “riba”, maka Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) diwajibkan untuk membuat Laporan atas Sumber 
dan Penyaluran Dana Sosial dan Kebajikan secara transparan dan diawasi 
oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan OJK. Hal ini dapat dijalankan 
salah satunya dengan mencatat dana tersebut berdasarkan metode syariah 
sebagaimana yang dijelaskan Ibu Husdayanti selaku Branch Manager BNI 
Syariah Makassar Cabang; 
“Penyebab terjadinya Dana Non-Halal akan diaudit, untuk 
selanjutnya diproses apakah untuk dihentikan, diperbaiki, atau 





Pihak terkait dalam hal ini petugas bank akan diminta laporan 
pertanggungjawaban dan penyelesaiannya. Dana yang ada akan 
disalurkan sebagai dana sosial, tidak menjadi pendapatan bank.” 
(Husdayanti, Branch Manager BNI Syariah Makassar Cabang) 
 
Pihak bank akan terlebih dahulu memeriksa penyebab munculnya Dana 
Non-Halal tersebut kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang 
ada. Selain itu, pihak bank yang menangani transaksi yang menyebabkan 
adanya Dana Non-Halal akan dimintai laporan pertanggungjawaban dan 
penyelesaian. Selanjutnya, dana tersebut akan dialokasikan kepada sektor-
sektor kebajikan sebab bank syariah tidak dapat menganggap dana tersebut 
sebagai pendapatan bank karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 
Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 42 yang 
berbunyi:  
◆  ❑⬧  ⬧ 
⧫  ❑⬧◆ 
⬧  ◆  ⧫❑⬧➔⬧ 
  
Terjemahannya: 
“Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq dengan yang 
bathil, dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu sedang 
kamu mengetahui.” 
Ayat tersebut sesuai dengan tafsiran kitab Al-Misbah karya Quraish Shihab 
menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang kita dari kesengajaan 
mencampuradukkan antara kebenaran dengan kebatilan, serta tindakan 
menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya kita tahu. Jenis manusia yang 





kebathilan, mereka tidak membedakan antara satu perkara dengan perkara 
lainnya padahal mereka mengerti tentang itu. 
Para stakeholder bertanggungjawab untuk menggunakan segala yang ia 
miliki dengan cara dan tujuan yang sesuai dengan syariah Islam, sebab 
menurut SET segala yang dimiliki oleh para stakeholder adalah amanah yang 
diberikan oleh Allah. Dalam artian, dana non-hal yang dirujuk dalam 
penelitian ini hukumnya adalah mubah di mana alokasinya juga sudah tepat. 
Ust. Dr. Abdullan, M.Ag menerangkan;  
“Boleh saja untuk kepentingan umum. Artinya lebih baik 
menguntungkan 150 orang dibandingkan hanya merugikan 
beberapa orang dan ini sudah benar karena juga telah diatur oleh 
MUI.” (Dr. Abdullah, M. Ag.) 
 
Guna membersihkan sesuatu (dana) yang haram adalah dengan cara 
mengembalikannya kepada pemiliknya. Namun, dalam hal ini bank syariah 
tidak dapat mengembalikannya kepada pemiliknya, maka dari itu pihak bank 
boleh mengembalikannya kepada umat muslim lainnya.  
Menurut SET bentuk pertanggungjawaban utama adalah secara vertikal 
yaitu kepada Allah sebagai pihak tertinggi, kemudian diperluas secara 
horizontal yaitu kepada manusia sebagai khalifah yang bertugas untuk 
mengatur semua sumber daya yang Allah ciptakan untuk keberlangsungan 
hidup manusia secara baik dan adil, serta kepada lingkungan dan alam. 
Bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap Allah ditunjukkan dengan 
adanya laporan Corporate Social Responsibility mengenai apa yang telah 





dengan menjadikannya sebagai amanah agar membawa rahmat bagi seluruh 
alam. Bentuk pertanggungjawaban Bank Syariah secara horizontal yaitu 
dengan menyajikan laporan nilai tambah untuk memberikan informasi 
kepada para stakeholders. Dengan diungkap atau dibuatnya suatu laporan 
pertanggungjawaban sosial merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban 
secara horizontal. 
Laporan CSR yang disajikan sebaiknya bersifat understandable (mudah 
dimengerti) oleh semua pihak yang berkepentingan, karena menyajikan 
laporan sumber informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder. 
Perusahaan dituntut untuk mampu menyeimbangkan pelaksanaan terhadap 
hal-hal yang bersifat spiritual maupun material apabila perusahaan tersebut 
beroperasi berlandaskan syariah Islam. Dimensi material membantu manusia 
dalam memecahkan masalah kehidupan agar mencapai kemajuan sedangkan 
dimensi spiritual menuntun manusia agar menjadi beriman dan bertakwa 
kepada Allah. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban nantinya akan 
berguna bagi kepentingan para stakeholder. Selain itu, informasi yang 
berisikan dalam laporan CSR bersifat kualitatif maupun kuantitatif. 
Tabel 4.3 Tinjauan Dana Non-Halal pada PT Bank BNI Syariah Kantor 




Shariah Enterprise Theory 
Akuntabilitas Vertikal Akuntabilitas Horizontal 
Memisahkan penyimpanan 
Dana Non-Halal dengan dana 
yang benar-benar telah sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah 




sektor kebajikan (sektor 
pendidikan, kesehatan, 








Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil penelitian yang 
telah diuraikan, maka kesimpulan penelitian ini disusun sebagai berikut: 
1. Eksistensi Dana Non-Halal pada PT Bank BNI Syariah Kantor 
Cabang Utama Kota Makassar adalah untuk menampung pendapatan 
bank yang diperoleh dari transaksi yang dalam proses transaksi 
terdapat shariah compliance yang tidak terpenuhi sehingga 
melemahkan akadnya. Dana Non-Halal ini berguna untuk 
memisahkan dana yang murni sebagai pendapatan bank dengan yang 
bukan pendapatan bank, sehingga dana yang diperoleh oleh bank 
adalah pendapatan halal yang sesuai dengan syariah Islam. 
2. Dana Non-Halal yang masuk ke PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Utama Kota Makassar akan dialokasikan ke sektor-sektor kebajikan 
sebagaimana anjuran MUI bahwa Dana Non-Halal boleh 
dipergunakan untuk kemaslahatan umat, dijadikan sebagai dana 
bantuan sosial dan digunakan untuk kepentingan umum, seperti 
pembangunan masjid, bantuan bencana alam, bantuan panti asuhan 
dan panti jompo, dan lain-lain. Pencatatan Dana Non-Halal dilakukan 





3. Hukum halal dan haramnya sesuatu memanglah tidak dapat dirubah, 
sebab hal tersebut sudah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur’an dan 
Hadist. Akan tetapi, pada kondisi tertentu sesuatu yang haram dapat 
berubah menjadi halal dan begitupun sebaliknya. Adapun cara 
menghalalkan sesuatu yang haram dalam hal ini adalah “uang/dana” 
yaitu dengan cara disalurkan dan dialokasikan pada sektor-sektor 
kebajikan yang dapat dinikmati oleh orang banyak sesuai dengan 
fatwa MUI. Hal tersebut dengan kata lain dapat diistilahkan dengan 
kalimat “mengembalikan uang umat kepada umat”. Para stakeholder 
bertanggungjawab untuk menggunakan segala yang ia miliki dengan 
cara dan tujuan yang sesuai dengan syariah Islam, sebab menurut SET 
segala yang dimiliki oleh para stakeholder adalah amanah yang 
diberikan oleh Allah. Dalam artian, Dana Non-Halal yang dirujuk 
dalam penelitian ini hukumnya adalah mubah di mana alokasinya juga 






B. Keterbatasan Penelitian 
Suatu penelitian tentu tidak luput dari berbagai kekurangan dan hambatan. 
Oleh karena itu muncul keterbatasan-keterbatasan diluar kuasa peneliti. 
Berdasarkan hal tersebut, keterbatasan penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dilakukan pada situasi dan kondisi dimana Indonesia 
khususnya kota Makassar mengalami pandemic Covid-19 yang 
membatasi ruang gerak peneliti dalam upaya penyelesaian penelitian. 
2. Kurangnya masyarakat yang mengetahui adanya Dana Non-Halal pada 
bank syariah sehingga sulit dijadikan sebagai informan. 
 
C. Implikasi Penelitian 
Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan implikasi atau dampak 
positif bagi berbagai aspek yang berkaitan dengan topic yang diteliti. Adapun 
implikasi penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian 
selanjutnya terkait dengan Dana Non-Halal pada perbankan syariah. 
2. Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang tidak dapat 
disebutkan secara rinci oleh peneliti dan peneliti harapkan memperoleh 
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Informan  : Branch Manager 
Nama  : Husdayanti 
Perusahaan : PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar 
1. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Dana Non-Halal pada bank syariah? 
Jawaban: 
Dana non halal setahu saya untuk menampung pendapatan bank yang terlanjur 
diperoleh atas suatu transaksi namun ternyata dalam proses memperoleh 
pendapatan/tranaksi/akad tersebut terdapat shariah compliance yang tidak 
terpenuhi, sehingga akad yang terjadi tidak sempurna, dan dikhawatirkan jatuh 
sebagai riba, sehingga pendapatan yang diperoleh dari akad tersebut 
dimasukkan dalam pendaptan non halal. 
2. Bagaimana penindaklanjutan terhadap Dana Non-Halal yang diterima?  
Jawaban: 
Untuk kasusnya sendiri umumnya akan dievaluasi untuk dilakukan/perbaikan, 
baik dengan dilakukan penghentian akad,  perbaikan, perubahan dan lain-lain 
sesuai dengan ketentuan syar'inya, sehingga pendapatan selanjutnya sudah 
memenuhi ketentuan syariah dan menjadi pendapatan halal.  
3. Mengapa harus ada Dana Non-Halal pada bank syariah? 
Jawaban: 
Rekening Dana Non-Halal ada ibaratnya seperti kotak P3K yang harus ada, 






4. Apa tujuan dari Dana Non-Halal itu sendiri? 
Jawaban: 
Untuk memisahkan dana-dana mana yang benar-benar halal sebagai 
pendapatan bank, juga pendapatan yang akan dibagi-hasilkan kepada nasabah 
sahibul maal yang menyimpan dana di bank. Sehingga pendapatan yang 
diperoleh benar-benar hanya pendapatan halal sesuai syariah Islam. 
5. Seperti yang kita ketahui Dana Non-Halal ini berasal dari skema yang tidak 
syar'i atau dengan kata lain masyarakat bisa menilai bahwa dana ini tidak 
layak untuk dialokasikan. Bagaimana Anda menyikapi paradigma tersebut?  
Jawaban: 
Dana Non-Halal ini bukan merupakan suatu sumber pendapatan yang 
diharapkan oleh bank. Oleh karena itu, bank akan berusaha dengan sungguh-
sungguh agar tidak terjadi transaksi-transaksi yang menimbulkan pendapatan 
non halal melalui tindakan preventif maupun korektif. Seperti memberi 
pelatihan kepada petugas agar memiliki pemahaman tentang akad syariah 
dengan baik, membuat produk-produk perbankan yang sesuai dengan shariah 
compliance, serta pemeriksaan rutin oleh audit internal dalam pelaksanaan 
kepatuhan syariah. 
6. Bagaimana mekanisme pengalokasian dana non halal ini? 
Jawaban: 






7. Bagaimana model pertanggungjawaban terkait dana non halal ini? 
Jawaban: 
Pencatatan dilakukan sesuai standar akuntasi untuk bank syariah. Sumber dana 
(transaksi penyebab terjadinya Dana Non-Halal) akan diaudit, untuk 
selanjutnya diproses apakah untuk dihentikan, diperbaiki, atau dikonversi 
sesuai dengan akad syar’i. Selain itu, pihak terkait dalam hal ini petugas bank 
akan dimintai laporan pertanggungjawaban, dan penyelesaiannya. Sebab dana 
yang ada akan disalurkan sebagai dana sosial, bukan menjadi pendapatan 
bank. 
8. Menurut Anda apa yang sebaiknya bank syariah lakukan dengan Dana Non 
Halal yang mereka peroleh? 
Jawaban: 
Rekening pendapatan non halal adalah penampungan secara akuntansi untuk 
menampung apabila terjadi kondisi dimana suatu transaksi ternyata dalam 
proses tranaksi/akad terdapat shariah compliance yang tidak terpenuhi, 
sehingga akad yang terjadi tidak sempurna. Saldo rekening non halal ini harus 
selalu nihil, yang artinya bank telah menjalankan shariah compliance sesuai 







Informan  : Back Office Head 
Nama  : Febriyani Nuryamin 
Perusahaan : PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar 
1. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Dana Non Halal pada bank syariah? 
Jawaban: 
Dana Non Halal adalah segala pendapatan bank syariah yang bersumber dari 
kegiatan yang tidak halal (tidak sesuai dengan syariah Islam). Dana Non Halal 
pada bank syariah bukan berarti uang tersebut tidak halal, namun dana yang 
sebenarnya tidak boleh dipergunakan oleh bank dan tidak boleh diakui sebagai 
pendapatan bank. Contohnya: pendapatan berupa denda saat nasabah 
terlambat mengembalikan pinjaman dan fee yang diberikan dari rekanan-
rekanan bank. 
2. Mengapa ada Dana Non Halal pada bank syariah dan dari mana sumber dana 
tersebut? 
Jawaban: 
Umumnya pada bank syariah dana tersebut berasal dari denda yang dikenakan 
atas keterlambatan nasabah membayar angsuran, untuk memberi efek jera 
terhadap nasabah agar tidak lagi menunda kewajibannya. Namun, di BNI 
Syariah, tidak ada system denda. Adapun dana non halal yang dimaksud, yang 
mungkin masuk ke kami umumnya berupa fee dan maintenance dari rekanan-
rekanan sebagai bentuk terima kasih dan untuk menjaga hubungan baik 





3. Bagaimana model pertanggungjawaban Dana Non Halal ini? 
Jawaban: 
Jika terdapat dana-dana tersebut yang masuk ke BNI Syariah, maka akan 
dialokasikan sebagaimana anjuran MUI terkait dana non halal, yaitu Dana 
Non Halal boleh dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Namun, tidak boleh 
dihitung dan digunakan sebagai keuntungan bank syariah.  
4. Bagaimana mekanisme pengalokasian Dana Non Halal tersebut? 
Jawaban: 
Adapun mekanisme pengalokasiannya, juga merujuk pada fatwa MUI, dimana 
dana-dana yang dikategorikan non halal yang masuk ke Bank harus digunakan 
untuk kemaslahatan umat, dijadikan sebagai dana sosial dan digunakan untuk 
kepentingan umum yang sesuai syariat islam. Contohnya, untuk bantuan 
pembangunan mesji, bantuan kepada korban bencana alam, dan lain-lain. 
5. Seperti yang kita ketahui Dana Non Halal ini berasal dari skema yang tidak 
syar'i atau dengan kata lain masyarakat bisa menilai bahwa dana ini tidak 
layak untuk dialokasikan. Bagaimana Anda menyikapi paradigma tersebut?  
Jawaban: 
Seperti penjelasan Bapak Ma’ruf Amin sewaktu masih menjabat sebagai ketua 
MUI, "Sebenarnya bukan Dana Non Halal, tapi dana yang tak boleh 
digunakan oleh bank, jadi itu masuk dana sosial, oleh karena itu dana itu harus 
digunakan untuk kepentingan sosial". Dalam hal ini masyarakat sebaiknya 
menelaah dahulu sumber dana yang dimaksud dengan Dana Non Halal itu 





tidak layak untuk dialokasikan. Intinya, kami selalu mengikuti fatwa MUI dan 
syariah islam. Selama dana tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat, 







Informan  : Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
Nama  : Dr. Abdullah, M.Ag. 
Perusahaan : UIN Alauddin Makassar 
1. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan dana non halal perbankan syariah? 
Jawaban: 
Jika telah didoktrin dengan kejujuran dan integritas, maka uang itu hanya 
pengalihan fungsi sbg punishment ataupun pembinaan terhadap nasabah (jika 
dilihat berdasarkan kasus denda). Sebab halal dan haram ada 2 yaitu 
halal/haram billugah dan halal/haran bilhaqiqah. Haram billugah artinya tidak 
boleh/jangan. Sedangkan haram bilhaqiqah yaitu memang konsekuensinya 
secara vertikal di sisi Allah sudah jelas dianggap dosa dan tidak dapat 
diganggu gugat, akan tetapi secara sosial ada orang yang merasa terdzolimi. 
2. Selama ini kita mengetahui bahwa dana non halal pada bank syariah 
dialokasikan untuk sektor-sektor kebajikan. Bagaimana pandangan Anda 
dengan model alokasi seperti ini? 
Jawaban: 
Boleh saja untuk kepentingan umum. Artinya lebih baik menguntungkan 150 







3. Apakah model pengalokasian tersebut dapat dibenarkan oleh agama? Dan 
bagaimana hukumnya?  
Jawaban: 
Boleh saja. Semua tergantung niat. karna Islam adalah agama keseimbangan. 
Sebab tidak semuanya niat yang baik menghasilkan yang baik. Memang benar 
bahwa yang namanya haram mau diapakan tetap akan jadi haram. Tapi dalam 
kondisi tertentu, haram bias menjadi halal. Contohnya seorang koruptor 
membangun masjid maka yang akan mendapatkan pahalanya adalah yang 
memiliki uang tersebut, bukanlah si “koruptor” tadi.  
4. Apa yang sebaiknya bank syariah lakukan dengan dana non halal yang mereka 
peroleh? 
Jawaban: 















Wawancara dengan Ibu Febriyani Nuryamin 
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